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BAB II

USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM TEKS DAN KONTEKS
A. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yaitu sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau miṡāqan galīẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
 Kata miṡāqan galīẓan ini ditarik dari firman Allah swt yang terdapat pada Surat al-Nisā’ ayat 21 :
((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((   

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Sedangkan menurut Khairuddin Nasution mengartikan bahwa kata perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha dan zawaja. Kedua kata inilah yang menjadi istilah dalam al-Qur’an untuk menunjuk kepada perkawinan. Kata زوج berarti pasangan dan istilahنكح  berarti berhimpun.

Mengacu kepada pendapat pertama dan kedua, maka perkawinan menurut istilah al-Qur’an adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan. Kata زوج memberikan kesan bahwa laki-laki kalau sendiri tanpa perempuan hidupnya terasa belum lengkap. Demikian pula halnya dengan perempuan merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki. Dalam konteks penciptaan manusia, Allah swt menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan berdasarkan sunnatullah. Dalam kaitan ini, Khairuddin Nasution memandang perkawinan itu menjadikan seseorang mempunyai pasangan.
  Firman Allah dalam surat al-Żāriāt ayat 49  berbunyi :
((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   

”Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Penciptaan manusia pada mulanya berjenis laki-laki saja. Namun, sebagai makhluk sosial, ia tidak mampu berdiri sendiri menjalankan kehidupannya serta mengembangkan keturunan tanpa keberadaan orang lain sebagai partnernya. Lalu Allah ciptakan baginya makhluk perempuan dari jenis yang sama sebagai pasangannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur’an surat al-Nisā’ ayat 1 yang berbunyi:
((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((   

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Kemudian dipertegas lagi oleh Allah dalam surat al-Rūm ayat 21 yang berbunyi :
(((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((   

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Para ulama mendefinisikan perkawinan secara syar’i berbeda-beda. Beni Ahmad Syaebani mengutip pendapat Slamet Abidin dan Aminudin, merinci beberapa pengertian perkawinan menurut beberapa ulama yaitu :

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikāh atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan perkawinan seseorang dapat atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung mut’ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafal inkāh dan tazwīj untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaatuntuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakīnah mawaddah  wa rahmah di dunia.

Akan tetapi, para ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan konotasi (penekanan) pada masalah kepemilikan yang diakibatkan oleh adanya akad itu. Bagi ulama Hanafiyah, akad nikah membawa konsekuensi bahwa si suami berhak memiliki kesenangan (milk al-mut’ah) dari istrinya. Bagi ulama Syafi’iyah, akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan waṭi’ (bersetubuh) dengan istrinya sedangkan menurut Malikiyah, akad membawa akibat kepemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari istrinya. Sedangkan ulama Hanabilah menekankan kepada take and give terhadap aspek manfaat dari akad nikah itu bagi suami istri.

Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari’atkan oleh al-Qur’an dan Rasulullah saw dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati, dan ketenangan batin.

Konteksnya dengan melakukan perkawinan yang belum memenuhi usia perkawinan yang sesuai dengan undang-undang, Asrorun Ni’am Sholeh mengaitkan pengertiannya secara umum dengan melihat ketentuan syarat dan rukun kemudian mengaitkannya dengan usia. Menurutnya yang dimaksud dengan perkawinan yang belum memenuhi usia minimal perkawinan yang sesuai dengan undang-undang adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Pengertian kecil  ini merujuk kepada beberapa ketentuan fikih dan hukum positif berupa usia mempelai sewaktu menikah yakni anak yang belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah-tanggaan. Ketentuan fikih yang bersifat kualitatif.

Catatan penting dari sejumlah Nas di atas adalah bahwa perkawinan merupakan sunatullah yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Karena merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasullullah, maka barang siapa yang mengingkari cara hidup dengan menikah bukanlah golongan umat Rasulullah saw. Selain itu, perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk makhluk-Nya khususnya manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam kaitan ini Allah swt menciptakan manusia bukan saja dalam bentuk fisiknya yang sempurna tetapi juga dilengkapi dengan perangkat lunak berupa naluri dasar seksual yang alamiah, kebutuhan untuk berpasangan dan perasaan kasih sayang kepada lawan jenis. Karena itu Allah juga melengkapinya dengan anjuran, perintah dan larangan agar manusia dapat mengelola perangkat lunak tersebut dalam bentuk perkawinan.
B.
Dasar Hukum Perkawinan

Allah swt mensyari’atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi makhluk, makhluk yang dimuliakan Allah swt. Salah satu syari’at tersebut sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nūr ayat 32 yang berbunyi:
(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa’ad bin Abu Waqqas berbunyi:
حَدِ يثُ سَعْدِبْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثمَانَ بْنِ مَظْعُو نٍ التَّبْتُّلَ وَلَوْأَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا (رواه البخاري ومسلم)
“Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Usman bin Maẓ’un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinya, pasti kami akan membujang.(H.R Bukhari dan Muslim)”

Allah swt  menganjurkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin. Demikian juga Rasulullah saw melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Larangan ini menunjukan anjuran Rasulullah saw untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan. 
Salah satu karunia Allah swt kepada manusia adalah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenis manusia dan mensyari’atkan perkawinan serta menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang mulia dan teratur. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Żāriāt ayat 49 berbunyi:
((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Karena perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka setiap hamba berkewajiban mensukuri nikmat itu dan tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan kepada para pemuda untuk kawin sebagaimana hadis Rasulullah saw berbunyi :
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)
“Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya : Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Usman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya : “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab : Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami : “Wahai golongan pemuda! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernihakan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu. .(H.R Bukhari dan Muslim)”

Hadis di atas menitikberatkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadis di atas dapat juga diketahui bahwa Rasulullah menjamin bahwa perkawinan itu  merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Akan tetapi, meskipun mengajurkan untuk kawin Rasulullah saw juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.
Segolongan fuqahā’, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu sunnah hukumnya. Golongan Zahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki mutaakhirīn berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya.
 Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan menurut Imam al-Qurtubi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.
 Muhammad bin Ismail Al-Amir Shan’ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan.

Berdasarkan beberapa pendapat ini, jika menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjerumus kepada perbuatan zina, maka menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu. Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan.

Karena pentingnya masalah perkawinan dalam Islam, para mujtahid sepakat bahwa nikah atau sering juga disebut kawin adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari’ah. Orang yang berkeinginan untuk kawin dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk kawin. Kewajiban untuk kawin ini menurut Imam Hambali ditujukan kepada orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara Imam Hanafi berpendapat dalam keadaan apapun menikah adalah mustahāb, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah.

C. 
Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut syari’at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Dasar hukum penetapan rukun dan syarat sahnya perkawinan adalah apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini telah mengatur rukun dan syarat perkawinan relatif lebih rinci dibandingkan dengan hukum Islam di bidang lainnya. Hal ini berbeda dengan ketentuan seperti transaksi hutang-piutang yang diatur secara tegas agar dilakukan pencatatan. Untuk itu, para ahli hukum Islam kontemporer mencari dalil hukum untuk menguatkan gagasannya mengatasi polemik perkawinan dini. Di antara mereka ada yang mencoba menganalogikan akad perkawinan dengan transaksi utang-piutang, seperti yang diatur dalam surat al-Baqarah ayat 282. Ada pula yang menjadikan maṣlahah mursalah sebagai landasan pendapatnya. Teori ini mengajarkan, bahwa apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit oleh al-Qur’an dan hadis dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghidari muḍarat. Berdasarkan cara berfikir ini, perkawinan berusaha menjaga kemaslahatan seseorang baik laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan adalah sunatullah yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Nilai kesucian dari perkawinan itu akan tercapai jika sebelum pelaksanaannya ada syarat yang harus dipenuhi dan pada saat prosesnya ada rukun yang yang terpenuhi. Di antara persyaratan perkawinan tersebut adalah :

Pertama, bagi calon suami syaratnya adalah: (1) bukan mahram dari calon istri, (2) tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), (3) jelas orangnya, (4) tidak sedang ihram.

Kedua, bagi calon istri syaratnya adalah:(1) tidak ada halangan syara’ yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, dan tidak sedang dalam masa iddah. (2) Merdeka, atas kemauan sendiri, (3) jelas orangnya dan (4) tidak sedang berihram.

Ketiga, bagi wali syaratnya adalah: (1) laki-laki, (2) bālig, (3) sehat akalnya, (4) tidak terpaksa, (5) adil dan tidak sedang ihram. 

Keempat, bagi saksi syaratnya adalah:(1) laki-laki, (2) bālig, (3) waras akalnya, (4) adil dan (5) dapat mendengar dan melihat, (6) bebas, tidak terpaksa, (7) tidak sedang mengerjakan ihram dan (8) memahami bahasa yang dipergunakan untuk ījab qabūl.

Kelima, mahar yang secara etimologi berarti mas kawin yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda maupun jasa seperti memerdekakan, mengajar dan lain-lain.
 Islam sangat memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, antara lain adalah mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lain. Perintah ini terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nisā’ ayat 4 yang berbunyi :
(((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((   

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Juga terdapat dalam surat al-Nisā ayat 24 yang berbunyi :
.... (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( ...

“...berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban...”

Mahar adalah pemberian yang dilindungi yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada wanita, bukan sebagai imbalan sesuatu yang wajib ia berikan, kecuali memenuhi hak-hak suami istri, sebagaimana halnya dia tidak dapat digugurkan  walaupun wanita itu rela, kecuali setelah akad.

Keenam, akad nikah. Kamal Mukhtar menulis bahwa perkawinan mensyaratkan adanya kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah. Kesanggupan tersebut meliputi aspek jasmani, dan rohani, memberi nafkah dan bergaul serta mengurus rumah tangga. Pendapat ini berdasarkan al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:
( (((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( (( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((   

 “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kamal Mukhtar menambahkan bahwa calon mempelai harus sejodoh untuk mendapatkan keharmonisan dalam pekawinan sehingga dapat mencapai tujuan perkawinan itu.

Rukun nikah yang harus dipenuhi untuk memperoleh keabsahan sebuah perkawinan adalah :

1. Calon Mempelai

Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang jelas dan tidak termasuk ke dalam kelompok yang dilarang untuk dinikahi. Contohnya bukan mahram bagi masing-masing calon mempelai.

2. Wali. 

Wali secara etimologis mempunyai arti pelindung, penolong atau penguasa. Dalam konteks perkawinan, istilah wali berarti orang yang melakukan janji nikah dengan mempelai perempuan pada saat proses akad nikah.

Mengenai wali ini, Imam Syafi’i dan Hambali berpendapat pernikahan tidak sah kecuali ada wali laki-laki. Oleh karena itu jika seorang perempuan mengakadkan dirinya sendiri untuk menikah, maka pernikahannya tidak sah. Tetapi Imam Hanafi mengatakan sebaliknya, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkannya kepada orang lain. 
Imam Malik mengatakan jika seorang gadis dari kalangan bangsawan maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Jika keadaannya tidak demikian maka ia boleh dinikahi orang lain yang bukan kerabat dengan kerelaan dirinya. Jika seorang gadis, maka pernikahannya tidak sah tanpa wali. Tetapi jika ia seorang janda maka sah pernikahannya jika tanpa wali, demikian pendapat Abu Dawud.

Perkataan tidak ada nikah melainkan dengan wali sebagaimana diungkapkan oleh ulama di atas tidak ada pertentangan di dalamnya. Menurut Ibnu Munzir tidak ada seorang sahabatpun yang diketahui memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat ini.

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak menikahkan perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali itu sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas di mulai dari orang yang paling berhak yaitu mereka yang lebih kuat hubungan darahnya (wali nasab). Jumhur ulama sepakat bahwa wali itu diambil dari garis ayah bukan garis ibu. Secara singkat urutan wali itu adalah ayah seterusnya ke atas, saudara laki-laki ke bawah dan saudara laki-laki ayah ke bawah.

3. Dua orang saksi

Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu peristiwa yang lain tidak menyaksikannya.
 Dan Imam Hanafi, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa pernikahan tidak sah jika tidak ada saksi yang menyaksikannya.
 Di dalam al-Qur’an, mengenai kesaksian ini dijelaskan dalam beberapa surat antara lain Q.S al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :
( (((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((( ((((((( ( 
“Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...

Juga terdapat dalam surat al-Nisā ayat 135 yang berbunyi :
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((   

 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Nas di atas bisa dikatakan dasar dari tujuan persaksian yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam. Menurutnya tujuan persaksian ini adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa.

Tentang jumlah saksi yang harus dihadirkan dalam perkawinan, jumhur ulama berbeda pendapat. Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tidak sah jika tanpa saksi, tetapi ia memandang cukup dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki ditambah dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Kesepakatan jumhur ulama adalah kesaksian dua orang wanita saja tidak sah. Imam Syafi’i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua orang saksi laki-laki, muslim dan adil. Sedangkan Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban.
 Selain itu, perbedaan pendapat terjadi pula pada ulama mutākhirīn. Adapun perbedaan pendapat mereka adalah jika saksi itu terdiri dari seorang kemudian menyusul seorang laki-laki sesudahnya. Dalam hal ini sebagian besar Ulama Kufah berkata tidak sah nikah jika tidak disaksikan oleh saksi dalam waktu yang bersamaan ketika dilangsungkan akad nikah, tetapi Imam Malik dan sebagian ulama Madinah membolehkan saksi pernikahan hadir dalam waktu yang tidak bersamaan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai jumlah saksi  ini, tetapi sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlahnya perlu kita cermati firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:
( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( 

 “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.“

Ayat di atas menjelaskan bahwa saksi terdiri dari dua orang laki-laki. Tetapi jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki saja tetapi ditambah dua orang perempuan menjadi saksi. Disyaratkannya dua orang ini tujuannya adalah untuk saling mengingatkan di antara para saksi jika terjadi kesalahan atau lupa. 
4. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah menghalalkan segala perbuatan yang diharamkan terhadap laki-laki dan perempuan. Seseorang yang telah melakukan perkawinan dengan pasangannya telah sah dan halal untuk hidup bersama dengan segala kehalalannya itu. Persaksian dalam perkawinan tentu saja mencegah isu yang tidak baik untuk memperjelas antara halal dan haram antara pasangan yang telah menikah itu. Karena itu, Islam memberi tuntunan kepada kaum Muslimin agar perkawinan itu diumumkan sehingga masyarakat luas mengetahuinya. Mohammad Fauzan Amin menyarankan agar gaungnya lebih besar kalau perlu mengumumkan pernikahan dengan menyelenggarakan acara untuk memeriahkan pengumuman tersebut. Dan menurutnya jika sewaktu-waktu terjadi masalah karena suami atau istri mengingkari pernikahan, dan berdasarkan kesaksian tersebut dapat diambil keputusan secara tepat dan adil.

5. Ījāb dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya dan qabūl dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga. Rida dan setuju bersifat kejiwaan tidak dapat dilihat dengan jelas. Karena itu harus ada ucapan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Ucapan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan sigat dalam pernikahan.
Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan disebut ījāb. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan seruju disebut qabūl. Kedua pernyataan inilah yang disebut akad dalam pernikahan.
Mengenai sigat ījāb qabūl ini para ulama sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ījāb dan qabūl antara wanita yang dilamar dengan yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah jika hanya berdasarkan suka sama suka tanpa akad. 
Sejalan dengan ini, para ulama Mazhab menurut Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa perkawinan itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi (aku mengawinkan) atau أنكحت (aku menikahkan) dan redaksi qabiltu (aku terima) atau raḍitu (aku setuju).
 Tetapi, mengutip pendapat mazhab al-Hadawiyah dan Hanafiah, Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Shan’ani menulis bahwa menikah boleh dengan lafal kepemilikan. Tetapi, menurutnya di antara tiga lafal (kepemilikan, menikahkan dan diserahkan) maka lafal menikahkan dan dinikahkan riwayatnya lebih kuat.
 Ia juga mengutip pendapat Ibnu at-Tin yang menyatakan bahwa yang benar berdasar ijmā’ ahli hadis adalah riwayat saya nikahkan kamu dengannya dan telah aku berikan wanita itu padamu adalah perkiraan saja. Pendapat lain dikemukakan oleh al-Hadawiyah dan pengikut Imam Hanafi dan yang masyhur dari pengikut Imam Malik membolehkan lafal nikah dengan lafal apa saja yang mengandung arti sama dengan lafal mahar atau niat menikah seperti lafal penyerahan atau kepemilikan dan lain-lain, tidak sah menggunakan lafal pinjam, sewa atau wasiat.

Ada beberapa syarat pada ṣigat akad dalam ījāb dan qabūl yaitu 1) hendaknya ījāb dan qabūl dilaksanakan dalam suatu majlis, 2) adanya korelasi antara ījab dan qabūl  sehingga timbul kesesuaian untuk menyatakan tujuan substantif akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara keduanya, maka akadnya tidak sah. Misalnya, jika wali perempuan berkata Aku nikahkan engkau dengan anakku Tugiyem, maka mempelai laki-laki menjawab, Aku terima nikahnya Tugiyem binti Lan dan 3) Pihak kedua (laki-laki) tidak mengeluarkan pernyataan yang menyiratkan penolakan. Misalnya, jika wali perempuan berkata: Aku nikahkan engkau dengan anakku, maka pihak laki-laki menjawab, Aku akan membeli rumah untuk tinggal bersama anakmu dengan harga sekian. Jawaban ini adalah penyimpangan dari qabūl dan menyiratkan penolakan ījāb.
Dari penjelasan mengenai syarat dan rukun nikah di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan bukanlah peristiwa tukar menukar atau jual beli yang dapat dinyatakan secara bebas. Tetapi perkawinan ini menurut pandangan Sayyid Qutb suatu ikatan paling dalam, paling kuat dan paling langgeng yang memadukan antar dua anak manusia dan merupakan interaksi paling luas yang dilakukan oleh dua anak manusia.
  Karena itu Islam mengatur syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar tidak dilaksanakan secara sembarangan saja sebagaimana yang dilakukan oleh hewan dan makhluk hidup lainnya. Perkawinan manusia itu sakral dan suci. 
Perumusan syarat dan rukun itu tidak berarti Islam mempersulit perkawinan tetapi justru menjaga nilai kesucian perkawinan itu sehingga manusia menjadi lebih mulia dan terhormat, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri. Terutama jika dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari’atkan oleh al-Qur’an dan Rasulullah saw dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan batin.

D.
Tujuan dan Hikmah Perkawinan
Di dalam al-Qur’an terdapat keterangan mengenai tujuan perkawinan. Di antaranya terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nûr ayat 33 yang berbunyi :
(((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((   

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Dari ayat ini diketahui bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menjaga kesucian diri. Kesucian yang dimaksud termasuk kehormatan diri seseorang sehingga ia terhindar dari perbuatan tercela seperti zina dan gunjingan orang.
Dalam ayat lain, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga dan meneruskan keturunan. Allah swt memberikan penjelasan tentang tujuan perkawinan ini dalam surat al-Syūrā ayat 11 berbunyi :
((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((   

”(Dia) Pencipta langit dan bumi. dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.”

Tujuan lain adalah terdapat dalam al-Qur’an surat al-Rūm ayat 21 yang berbunyi :
(((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((   

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rasa tenteram dengan pasangan dalam keluarga yang dibentuk dalam prinsip kasih dan sayang.
Nas al-Qur’an lainnya yang menjelaskan tujuan perkawinan adalah al-Baqarah ayat 18 dan 223, al-Nisā’ ayat 1, 9, dan 24, al-Nahl ayat 72, al-Mu’minūn ayat 5-7, al-Ma’arij ayat 29–31, dan al-Tarīq ayat 6–7. Setidaknya, di dalam nas tersebut terkandung tujuan umum perkawinan yaitu, melaksanakan syari’at sebagai bentuk ibadah kepada Allah swt sebagai tujuan pokok. Kemudian tujuan pokok ini dilengkapi dengan tujuan-tujuan yang lebih spesifik yaitu :

1. Melaksanakan Syari’at 

Sesungguhnya apapun yang diciptakan oleh Allah di dunia ini bukan tanpa tujuan. Ia menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat. Dalam hal ini  manusia yang merupakan salah satu komponen dari alam itupun diciptakan untuk suatu tujuan. Dalam al-Qur’an surat al-Żāriyat ayat 56 ditegaskan :
((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((   

Artinya : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”.

Ayat ini menerangkan bahwa kedudukan manusia dalam sistim penciptaan-Nya adalah sebagai hamba  Allah               .   Kedudukan itu berhubungan dengan peranan ideal, yaitu pola prilaku yang terikat dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan  Allah. Dalam hal ini peranan ideal manusia adalah melakukan ibadah kepada Allah. Aktualisasi tujuan ini berupa komitmen penghambaan diri manusia dalam rangka memperoleh ridha Allah. Inilah sesungguhnya yang menjadi tujuan hakiki dari perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi :  
((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((   

”Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali.”

Manusia adalah hak Allah, konsekuensinya bahwa manusia adalah kepunyaan Allah. Akan tetapi bukan berarti Allah yang mempunyai kepentingan terhadap konsekuensi kepunyaan itu. Justru sebaliknya manusia yang mempunyai kepentingan kepada Allah. Karena itu setiap perbuatan manusia di dunia ini ditujukan kepada Allah sebagai bukti kepentingan manusia kepada-Nya. Artinya, karena hidup manusia ini tujuannya adalah kembali kepada Allah maka manusia perlu membekali dirinya dengan ibadah. 

Dalam konteks ibadah, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah Allah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an. Dengan membentuk keluarga secara Islam, seseorang dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang melekat kepadanya sebagai orang yang berkeluarga seperti sebagai laki-laki menjadi kepala keluarga, mendidik anak dan menjaga keturunan. 
Di dalam rumah tangga anak merupakan lahan ibadah bagi orang tua. Hal ini dikarenakan tugas mulia dari orang tua terutama ibu yang melahirkan, membesarkan, dan bersama sang suami mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 78 yang berbunyi:
(((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ((((   

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.“

Dalam al-Qur’an surat al-Tahrīm ayat 6 Allah swt mengingatkan:
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((   

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.“

Allah swt mengingatkan kepada orang yang beriman untuk membekali ajaran agama kepada diri dan keluarganya agar tidak terjerumus kepada hasutan syaitan yang membawa kepada kesesatan. Dalam kaitan ini, orang tualah yang memikul tanggung jawab pendidikan terutama menanamkan nilai-nilai agama, sebab secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya.  Tugas ini tentu saja tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilakukan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Maka itu, berkeluarga merupakan jalan menuju keridaan Allah dalam kerangka pelaksanaan tugas dan kewajiban orang tua. Apalagi pengaruh orang tua terhadap kehidupan anak dalam menjalankan ajaran agama sangat besar, sebagaimana sabda Rasulullah saw di atas. Hal ini sejalan pula dengan sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانَهِ.
“Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah sawbersabda : Tak seorang anakpun yang dilahirkan kecuali dilahirkan sesuai dengah fithrahnya, maka kedua orang tuanyalah yang mempengaruhi anak itu memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani.”

2. Membentuk Keluarga yang Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah

M. Qurais Shihab mengatakan bahwa sakīnah berasal dari kata sakanah yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak.”
 Penyebutan sakīnah di dalam al-Qur’an dapat ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya dalam Q.S al-Taubah:26
(((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((   

”Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang- orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.”

Khairuddin Nasution menganalisa bahwa sakīnah diberikan kepada Rasul dan orang Mukmin sebagai orang pilihan Allah. Maka, menurutnya membangun keluarga sakīnah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa mulianya perkawinan. Di samping itu, sakīnah menunjukkan kesejukan dan ketenteraman yang mendalam, sehingga sifatnya adalah lahir batin.

Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna seiring dengan terpenuhinya tujuan lain antara lain pemenuhan kebutuhan biologis dan menjaga kehormatan dalam konteks ibadah. Dengan pencapaian tujuan inilah maka ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang dalam hidup berumah tangga dapat tercapai. 
Sakīnah akan berdampak kepada ketaatan dan kekhusu’an dalam menjalankan amal ibadah. Ia juga akan berdampak pada sikap instrospeksi diri, ridha dengan ketentuan Allah dan menjadikan akal dan hati mendahului lisan dan tidak bertindak kecuali dengan hikmah.

Hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang dan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materi dan biologis semata. Pemenuhan kebutuhan materi seperti makanan, pakaian dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi yakni kebutuhan marḍatillah, cinta, dan kasih sayang. Dengan demikian, asumsinya adalah bahwa pelayanan yang bersifat material akan diikuti dengan hubungan batiniah yakni cinta dan kasih sayang.

3. 
Regenerasi

Perkawinan membentuk keluarga yang akan membentuk komunitas besar dalam masyarakat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu.  Dari perkawinan itu diharapkan keturunan muslim yang salih dan salihah. Anak-anak ini nantinya diharapkan dapat menjadi amal bagi orang tua, tidak akan putus pahalanya sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Dalam kaitan ini, Khairuddin menyatakan bahwa regenerasi di bumi secara tidak langsung akan menjamin eksistensi agama Islam. Dengan kata lain, terjaminnya generasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam.

Di dalam al-Qur’an bahwa tujuan lain dari perkawinan adalah mengembangbiakkan umat manusia di bumi. Firman Allah swt dalam  surat al-Nahl ayat 72 berbunyi:
(((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((   

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?

Nas di atas menunjukkan pentingnya regenerasi melalui  reproduksi agar tercipta umat Islam yang kokoh dan banyak di kemudian hari. Umat berkualitas yang dimaksud adalah umat yang tidak lemah, sebab pada ayat lain Allah telah memperingatkan agar umat Islam tidak mempunyai dan meninggalkan  generasi yang lemah.

4. 
Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 223 berbunyi: 
(((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( (((((   

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Kata ladang dalam ayat di atas menunjukkan bahwa istri merupakan amanat Allah yang harus dijaga, dirawat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemiliknya (suami).
Menurut fiqh kontemporer, kecuali mazhab Syafi`i bahwa pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi pribadi-pribadi dalam keadaan tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian mażhab Syafi`i beranggapan bahwa perkawinan itu mubāh atau diperbolehkan. Yang keluar dari pertimbangan awal perintah al-Qur’an dan hadis Nabi saw adalah perkawinan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan dikhawatirkan kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan itu juga diwajibkan bagi perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskannya ke dalam perzinahan. Namun nikah itu sifatnya mandūbah (dianjurkan) bagi orang yang mempunyai dorongan seks yang kuat. Maka dengan perkawinan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya berkeinginan menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdi kepada Allah.
Kendati demikian, menurut mazhab Maliki menikah  itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim sekalipun dia tidak mampu memperoleh nafkah, berdasarkan prasyarat di bawah ini :
1. Apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.
2. Apabila tidak mampu, maka berpuasalah dan mengendaliakan hawa nafsunya, atau dia dapat tetap berpuasa tetapi puasanya tetap belum mampu menolongnya menahan diri dari gejolak syahwatnya.
3. Dia tidak dapat menemukan budak wanita yang diperbolehkan baginya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Beberapa ulama tidak sepakat dengan pandangan yang diajukan oleh Mazhab Maliki di atas. Mereka mengingatkan bahwa apabila seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup yang halal, orang tersebut tidak boleh menikah. Apabila tetap menikah tanpa harapan untuk memperoleh makanan yang halal niscaya orang tersebut akan melakukan tindak pencurian atau yang semacamnya. Dengan cara demikian untuk menghindari satu tindakan justru dia menjadi korban dengan melakukan kejahatan yang lain.

Sedangkan Mazhab Hanafi menganggap menikah itu wajib berdasarkan empat persyaratan:

1. Apabila seorang laki-laki yakin akan berbuat zina kalau tidak menikah.

2. Apabila dia mampu berpuasa atau dia dapat berpuasa namun tetap tidak membantunya mengendalikan gejolak nafsu syahwatnya, hendaknya menikah dengan wanita untuk digaulinya sebagai suami istri yang sah.

3. Apabila seorang laki-laki tidak mendapatkan budak wanita yang sah digaulinya.

4. Apabila seorang lelaki mampu membayar mahar dan mampu memperoleh nafkah kehidupan yang halal. Apabila lelaki ini tidak mampu mendapatkan biaya hidupnya dengan halal, tidak wajib baginya menikah.

Menikah karena dorongan seks diharamkan bagi lelaki apabila dia ini tidak memiliki kemampuan untuk membiayai istri dan anak-anak, atau dia menderita penyakit yang membahayakan bagi kehidupan istri dan keturunannya. Menikah juga berhukum makruh bagi orang yang tidak mendasarinya sebagai ibadah dan tidak memiliki rasa cinta kepada pasangan dan keturunannya sehingga diyakini akan mengakibatkan kelalaian melaksanakan kewajiban sebagai suami. Muhammad Faudzan Adhim menilai bahwa perkawinan yang dilandasi ketertarikan fisik dan dorongan seksual akan lebih cepat berakhir. Oleh karena itu menurutnya yang perlu dijaga dan diutamakan adalah menikah dengan komitmen agar tidak terjatuh pada dorongan seksual semata.

Hikmah yang terkandung di balik perkawinan itu adalah menjalankan ajaran Rasulullah saw. Sebab Nabi saw menganggap bahwa menikah itu sebagai separuh ajaran karena dengan menikah ini akan dapat melindungi seseorang dari keresahan jiwa, zina, dan perbuatan yang akan menjerumuskan berbagai tindak kejahatan lainnya. Jadi jelas bahwa perkawinan memiliki kemaslahatan yang universal bagi kehidupan manusia dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial, dan beragama tanpa syari`at perkawinan menjadikan kehidupan manusia menjadi tanpa keteraturan. Karena pada dasarnya melaksanakan perkawinan adalah sunnah dan sebagian dari ajaran Rasulullah saw, maka perkawinan menjadi salah satu wujud dari konsekuensi manusia kepada kerasulan Muhammad saw sehingga anjuran melaksanakan perkawinan itu wajib diikuti. Firman Allah swt dalam surat al-Ra’du ayat 38 berbunyi:
(((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((   

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu (Muhammad)dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu.”

Kamal Mukhtar berpendapat bahwa Allah menganjurkan agar kaum muslimin saling bantu-membantu dalam perkawinan, berusaha mencarikan jodoh-jodoh bagi keluaga yang belum berjodoh karena perkawinan adalah jalan untuk menghindari kemiskinan dan kefakiran.
Firman Allah swt dalam surat al-Nûr ayat 32 berbunyi:
(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Perkawinan membentuk keluarga dan selanjutnya membentuk umat. Baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keluarga yang membentuk umat itu. Dengan kata lain, masa depan bangsa dan negara dimulai dari pembentukan sebuah keluarga. Dari perkawinan antara suami istri yang beragama Islam, diharapkan lahir keturunan muslim pula yang akan meneruskan kehidupan di masa yang akan datang. Inilah makna yang tersirat dari hukum Allah dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga muslim melalui perkawinan.
E. 
Perkawinan Sebagai Perbuatan Orang Dewasa



Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir, dan prilaku sosial.Namun kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan juga kadang dikaitkan dengan kondisi seksual seseorang walaupun kemampuan reproduksi manusia tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.  Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga, dan intelektual. Ukuran kedewasaan memang sangat relatif, tergantung dari perspektif mana melihatnya. Kedewasaan menurut pandangan sosiologi belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan hukum, begitu juga kedewasaan menurut pandangan adat belum tentu sama dengan kedewasaan menurut pandangan agama.



Beberapa ukuran yang umum digunakan antara lain adalah keseimbangan mental dan kemapanan sosial sebagai indikator kedewasaan, sedangkan hukum pada umumnya mengukur suatu kedewasaan dengan patokan usiauntuk menentukan kedewasaan dari tanda/ciri biologis tertentu untuk menentukan seseorang telah memasuki akil balig, misalnya pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah (ejaculation) sedangkan perempuan ditandai dengan datangnya masa haid (menstruasi). Dalam perspektif adat Jawa istilah kedewasaan relevan dengan istilah ‘kemandirian’ yang artinya mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggung jawab atau dikenal dengan istilah ‘mencar’ dan ‘kuat gawe’.  Pada umumnya masyarakat adat memandang seseorang dianggap telah dewasa jika telah mampu memelihara kepentingannya sendiri.


Perkawinan sebagai perbuatan manusia dewasa beranjak dari pandangan dasar yang menunjukkan bahwa perkawinan indentik dengan kedewasaan seseorang. Dalam hal ini, kehidupan manusia dewasa, meskipun masih tergolong muda adalah masa kehidupan yang harus dijalani dengan penuh tanggungjawab sebagai suami istri.


Masa dewasa adalah masa bagi kehidupan seseorang yang berusia antara 20-40 tahun. Pada masa ini, keadaan fisik berada pada kondisi puncak dan kemudian menurun secara perlahan, dari sisi perkembangan psiko-sosial, terjadi proses pemantapan kepribadian dan gaya hidup serta merupakan saat untuk membuat keputusan tentang hubungan dan gaya hidup serta merupakan saat untuk membuat keputusan tentang hubungan yang intim. Pada saat ini, kebanyakan orang menikah dan menjadi orang tua.



Perkawinan secara umum bagi manusia adalah sesuatu yang sangat diharapkan dan sangat dipersiapkan. Tidak jarang manusia mencari berbagai informasi mengenai perkawinan dengan bertanya pada orang tua atau teman, membaca buku, atau dibekali berbagai informasi tentang perkawinan melalui kursus-kursus. 


Sebagai perbuatan manusia dewasa, perkawinan merupakan peristiwa yang dapat berlangsung setelah melalui pertimbangan baik secara rasional maupun emosional atau mental. Selain difikirkan dan diterima oleh akal sehat, semua persiapan perkawinan adalah persiapan mental dari calon pasangan itu sendiri. Persiapan mental ini dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengenal dan memahami pasangan serta memahami arti perkawinan. Dalam tahap persiapan perkawinan, membina hubungan sosial yang romatis dan harominis merupakan hal yang penting dan perlu dijalani bagi orang yang sudah mukallaf. 



Adapun yang dimaksud dengan hukum taklifi adalah titah Allah yang berhubungan dengan tuntutan dan pilihan berbuat, yang terperinci dalam hukum wajib, Sunah (nadab), makruh, haram, dan mubah. Namun, sebenarnya mubah itu tidak tepat dimasukan kepada hukum taklifi ataupun hukum wadh’i
, tapi hukum mubah itu lebih tepat dengan kelompoknya tersendiri dengan nama hukum takhyiri.



Tidak termasuk hukum wadh’i karena mubah termasuk dalam perbuatan mukallaff
 yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Dan tidak termasuk hukum taklifi karena pada mubah tidak ada tuntutan atau taklifi (beban) yang menyebabkan adanya pahala atau dosa.



Sedangkan, pendapat yang lain menyatakan bahwa hukum taklifi adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan.
 Dinamakan hukum taklifi karena tuntutan di sini langsung berkenaan dengan perbuatan mukallaf yang melaksanakannya.


Mukallaf atau mahkum’alaih, yaitu orang-orang yang beban taklif atau subjek hukum. Dalam hukum Islam, orang yang terkena beban hukum adalah orang telah balig dan berakal. Dari segi usia, mukallaf telah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk mengerjakan takliftaklif- Nya, dari segi akal, mukallaf telah memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta memahami jenis hukum suatu objek perbuatan.



Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan ahkam, syariah atau syariat, fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.
1. Hukum

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

2. Hukm dan Ahkam
Perkataan hukum yang kita pergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukm dalam bahasa Arab atau rule of law dalam bahasa Inggris. Artinya, norma (norm) atau kaidah (rule), yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Sedangkan dalam hukum Islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan yang lima10 atau lima kualifikasi11, yaitu 1) dibolehkan (mubah, jaiz, ibahah), 2) dianjurkan ( sunnah, mandub, mustahab), 3) tidak disukai (makruh), 4) wajib (wajib, fardh), hukum Islam dibedakan menjadi kewajiban perorangan (fardh’ain), seperti shalat dan puasa, dan kewajiban kolektif (fardh kifayah), pemenuhan kewajiban ini oleh sejumlah individu membebaskan individu yang lain untuk melaksanakannya, seperti shalat jenazah dan jihad, dan 5) dilarang

(haram) lawan dari halal atau segala sesuatu yang tidak dilarang.

3. Syariah atau Syariat

Kata syariah sendiri sebetulnya telah disebutkan sebelum Islam muncul, yaitu dalam kitab Taurat, Talmud, dan Injil, meskipun pada Taurat, syariah disebutkan dengan bahasa Ibrani. Kata tersebut disebut dalam bahasa Arab dengan Taurah, yang berarti membimbing, memberi petunjuk, mengetahui, mengatur, dan terkadang sering diartikan sebagai undang-undang. Sementara dalam Injil, kata Namus digunakan oleh al-Masih untuk menyebutkan syariat secara umum, yang berarti orang-orang yang dekat, ruh agama, dan syariat Musa. Sedangkan secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air minum, namun bangsa Arab sering mengartikannya sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan.

Selain dari perkataan hukum, hukm dan al-ahkam al khamsah, perlu dipahami juga istilah syariat. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariah, secara harfiah berarti titian menuju sumber air atu titian menuju kebahagiaan dan keselamatan jalan ke sumber mata air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim
. Syariat merupakan cara hidup yang berasal dari wahyu Allah, yang bersifat abadi, mutlak dan universal.
 Syariat memuat ketetapanketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia.

4. Fiqih

Bila syarīah sebagai sebuah konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah, maka fiqih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Secara etimologi, fiqih berarti paham atau paham yang mendalam. Secara terminologi, fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara (kumpulan hukum-hukum) yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.

Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqh yang ditulis fiqih atau kadang-kadang fekih atau fikih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan bahwa ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Alquran dan ketentuanketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.
Hukum-hukum amaliah yang bertalian dengan segi pelaksanaan ibadah, pengaturan muamalah, penjelasan tentang hakhak dan hukum-hukum yang berlaku diantara manusia, ada yang diambil dari Alquran dinamakan Fiqhul Qur’an, sedangkan ayatayatnya disebut Ayatul Ahkam (ayat-ayat hukum). Dan hukum-hukum yang didasarkan pada Hadist dinamakan Fiqhus Sunah, sedangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini disebut Ahadisul Ahkam (hadis-hadis hukum).

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni 1) Syariat Islam dan 2) Fiqih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syariat Islam disebut dengan Islamic Law, dan Fiqih Islam disebut dengan Islamic Jurisprudence. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, untuk Syariat Islam sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum syara’, dan untuk fiqih Islam dipergunakan istilah hukum fiqih atau kadang-kadang hukum (fiqih) Islam.
 Dari pengertian tersebut, dalam kenyataannya penyebutan ruang lingkup dan obyek hukum Islam sendiri masih terkesan belum jelas didalam masyarakat, yang sangat mungkin disebabkan karena kekeliruan dalam mengartikan syariat dan fiqih.

Dalam hidup bermasyarakat tentunya kita membutuhkan suatu aturan yang mengikat agar kehidupan kita lebih teratur dan terarah. Begitupun dalam perkawinan, ada hukum yang dengan jelas dan tegas mengatur setiap perbuatan dan bahkan mencakup semua hal yang dilakukan agar kehidupan sebagai manusia bisa lebih terarah. 
Pasangan yang mantap untuk membina rumah tangga dan memasuki kehidupan perkawinan adalah pasangan yang telah mengenal pasangannya masing-masing, memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup, saling terbuka,percaya, menghormati, dan memahami. Hal yang terpenting adalah bagaimana calon pasangan mampu untuk selalu berusaha saling mengenal dan mendalami pasangan masing-masing, tanpa harus memaksakan kehendak pribadi kepada pasangannya dan dapat menerima pasangan secara apa adanya.
Ketika pasangan memasuki kehidupan perkawinan, tidak berarti proses mengenal dan memahami berhenti. Kadang, masa awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri yang menyulitkan bagi pasangan suami istri baru karena seringkali banyak terjadi hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, perkawinan harus dilandasi oleh rasa cinta.
Dewasa disini mempunyai arti yang menyatakan proses. Dengan demikian kematangan berarti merupakan suatu potensi yang ada pada diri individu yang muncul dan bersatu dengan pembawaannya dan turut mengatur pola perkembnagan tingkah laku individu. Akan tetapi kematangan tidak dapat dimasukkan sebagai factor keturunan atau hereditas. Karena kematangan ini merupakan sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk suatu masa tertentu. 
Kematangan ini pada mulanya merupakan suatu hasil perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian pada diri individu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada aspek-aspek biologis dan psikis. Kematangan biologis adalah kematangan yang terjadi pada jaringan-jaringan tubuh, syafar dan kelenjar-kelenjar tubuh. Sedangkan kematangan psikis terjadi perubahan pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan, kemauan, perasaan, dorongan, minat dan sebagainya. 

Dengan demikian, berdasarkan periodesasi perkembangan manusia sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya maka apabila ditinjau dari segi psikologis, perempuan yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 sebagai batas minimal umur menikah masih berada pada masa remaja dan hal itu dapat dikatakan masih jau dari mature (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami istri apalagi sebagai orang tua dan meskipun pada usia ini proses kematangan organ reproduksi seseorang mulai berfungsi namun belum sipa benar untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan).

Masalah kematangan fisik dan psikis seseorang dalam konsep perkawinan Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut mukallaf yaitu jika terlihat gejala kematangan seksualnya yaitu keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun demikian, menurut hemat penulis hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk permulaan dibolehkannya suatu perkawinan, karena dalam hal ini Islam juga memperhatikan pada kesanggupan untuk menikah, meskipun kesanggupan itu sendiri pada asasnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan. Namun, ada dan tidak adanya kesanggupan itu dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak mencapai tujuannya. 
Pada dasarnya, kesanggupan merupakan imbangan dari hak. Seseorang yang telah sanggup untuk menikah berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang belum sanggup untuk menikah adalah orang yang belum sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.
 Secara garis besar, maka kesanggupan itu dapat digolongkan pada :

1. Kesanggupan jasmani dan rohani 

Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup kawin dan yang belum sanggup kawin. Al-Qur’an dan hadis hanyalah menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk kawin sesuai dengan isyarat dan tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan diudangkan. Diantara isyarat-isyarat itu adalah : 

a. Khitab (perintah dan larangan) dalam al-Qur’an dan hadis ditujukan kepada orang-orang mukallaf, termasuk di dalamnya khitab yang berhubungan dengan perkawinan. Tanda-tanda orang mukallaf itu ialah sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi:

رفع الله عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل  
Diangkat pena (tidak dikenakan kewajiban) pada tiga orang, yaitu : orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal” (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan bunyi hadis di atas, ada tiga macam tanda-tanda orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, orang-orang yang telah baligh dan orang-orang yang sehat, tidak gila. 
b. Selanjutnya hadis nabi menjelaskan bahwa yang diperintahkan kawin ialah orang-orang yang telah berumur sedemikian rupa, sehingga sanggup melakukan hubungan suami istri, memperoleh keturunan berdasarkan pada hadis :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباة فليتزج فأنه أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجأ
Barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan alam hal ba’ah
 maka kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)

Al-Syabāb artinya pemuda.
 Yang disebut pemuda menurut pendapat beberapa ulama adalah seorang manusia yang berumur antara 16 s/d 30 tahun. Al-Syafi'i berpendapat bahwa al-Syabāb adalah orang yang sudah balig sampai sempurna umur 30 tahun. Al-Qurtubi dalam al-Fahm mengatakan bahwa al-Syabāb adalah orang yang berumur 16 s/d 30 tahun dan untuk umur 30 tahun ke atas dinamakan kahal.Menurut pendapat al-Zamakhsari, al-Syabāb adalah orang yang telah balig dan mencapai umur 20 s/d 30 tahun. Dalam kitab Jawahir, Ibnu Syas al-Maliki mengatakan bahwa batas pemuda adalah sampai umur 40 tahun. Sedangkan menurut al-Nawawi, al-Syabāb itu bukan hanya orang balig sampai pada umur 30 tahun saja, namun yang dikatakan al-Syabāb adalah hingga mencapai umur 40 tahun, dan di atas itu disebut dengan syaikh.

Dalam redaksi matan hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasai kata yang dipakai adalah man bukan al-Syabāb. Disebut dengan kata man ini menunjukkan arti manusia yang sudah berusia remaja hingga mencapai tingkat kedewasaan dan memiliki hasrat naluri untuk melakukan hubungan seksual.

Al-Ba'ah maknanya adalah bekal.
 Makna tersirat dari hadis tentang anjuran menikah di atas adalah bahwa hendaknya perkawinan atau pernikahan itu dipersiapkan secara matang baik dari segi materi ataupun non-materiil. Kata al-Ba'ah dalam redaksi hadis tersebut mengacu pada dua makna yaitu, (1) Al-Muzairi mengatakan al-ba'ah pada asalnya bermakna keinginan untuk menikahi perempuan, (2) al-Nawawi mengatakan bahwa kata al-ba'ah tersebut menurut para ulama memiliki beberapa arti diantaranya: menurut ahli bahasa, al-ba'ah berarti jima' (bersetubuh), maka maksud al-Ba'ah dalam hadis ini adalah orang yang telah mampu ber-jima' dan mampu memberi nafkah lahir batin. Sedangkan bagi orang yang belum mempunyai kemampuan dalam kedua hal tersebut hendaknya melakukan ibadah puasa untuk meredakan syahwat dan membendung perasaan buruk serta untuk membentengi diri dari kejahatan zina.

Al-San'ani memaparkan bahwa pengertian istata'a al-Baah dalam redaksi hadis ini mengisyaratkan dua hal yaitu, pertama, mampu melakukan hubungan seksual secara normal karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan meneruskan sejarah hidup manusia. Kedua, mampu memberi nafkah, kebutuhan hidup serta kebutuhan keluarga. Yang dimaksud dengan mampu memberi nafkah disini adalah dapat melakukan usaha untuk mendapatkan ma'īsyah secara halal dengan daya dan upaya sendiri. Kemampuan menafkahi ini tidak mensyaratkan adanya pekerjaan serta penghasilan tetap dan berlimpah, namun yang terpenting adalah kemampuan dan kesanggupan untuk mengupayakan nafkah yang halal.

Falyatazawwaj maknanya maka menikahlah.
 Redaksi ini menunjukkan perintah untuk menikah yang sekaligus disertai dengan hukum nikah sesuai dengan indikasi serta situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang pemuda yang berfungsi sebagai khitab dalam hadis ini. Apabila ditinjau dari sudut pandang fikih Islam, hukum pernikahan bermacam-macam sesuai dengan situasi dan keberadaan seseorang. Bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani maka hukum pernikahan menjadi wajib untuk menghindarkan dari perbuatan maksiat dan zina. Namun hukum pernikahan akan menjadi sunnah bagi orang yang hanya memiliki kemampuan secara jasmani saja atau rohani saja. Dalam situasi dan kondisi seseorang yang belum memiliki kemampuan sama sekali untuk menikah baik secara lahir maupun batin, maka hukum pernikahan menjadi haram. Sedangkan hukum lain dari pernikahan adalah makruh dan mubah.

Hadis tentang anjuran menikah tersebut mengandung makna tersirat bahwa Islam melarang seseorang untuk membujang selama-lamanya. Bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan kemauan untuk segera melaksanakan pernikahan.

Agaddu bermakna menundukkan, yaitu benar-benar menundukkan pandangan serendah-rendahnya. Maksud perkataan Nabi Muhammad ini adalah mengajarkan kepada seluruh umatnya bahwa pernikahan yang diperintahkan oleh ajaran Islam bertujuan untuk membuat pelakunya bisa mencurahkan seluruh kebutuhan biologisnya hanya kepada istri atau suaminya dan ikatan perkawinan akan benar-benar membuat manusia merasa tentram dan damai sehingga bisa menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Ahsanu artinya mengokohkan. Maksudnya adalah benar-benar memelihara dan menjaga kehormatannya. Kehormatan disini diartikan sebagai kehormatan terhadap diri sendiri, serta kehormatan seluruh keluarganya dalam pengertian bahwa dengan ikatan perkawinan maka akan terciptalah kehormatan tersebut.

Al-Saum artinya puasa. Dengan melakukan puasa maka dapat membantu menahan diri dari nafsu syahwat untuk menikah. Redaksi hadis ini merupakan salah satu anjuran untuk senantiasa melakukan ibadah puasa karena puasa itu merupakan kebiri dan benteng yang kuat untuk menahan hawa nafsu.

Wija' artinya benteng atau tameng. Apabila diperhatikan secara seksama redaksi hadis tentang anjuran menikah ini secara histories yang menjadi khitab adalah khusus pemuda, bukan orang tua atau wanita. Hal ini adalah karena ketika Rasul meriwayatkan, hadis ini diindikasikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang pada waktu itu belum menikah sedangkan pada kesempatan itu tidak diriwayatkan bahwa ada perempuan dalam mejelis tersebut. Sehingga secara redaksional hadis ini hanya menyebut pemuda bukan pemudi.

Kedua hadis di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menetapkan umur yang paling tepat untuk melaksnakan perkawinan sehingga tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam pada itu pemerintah dapat menetapkan ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan orang-orang yang rusak jiwanya atau akalnya.
2. Kesanggupan memberi nafkah 

Seorang sumi wajib memberi nafkah istrinya, anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Diantaranya disebut dalam firman Allah.

((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((   

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Oleh karena itu Allah melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah melaksanakan perkawinan. Terhadap orang ini wajib baginya memelihara dirinya dari yang dilarang oleh Agama. Sebagaimana firman Allah:

(((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((   

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon-calon mempelai untuk mendayungkan rumah tangga merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuannya. Karena itu Allah mewajibkan kepada suami agar ia menggauli istrinya dengan baik. Firman Allah :

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((   

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

F.
Usia Perkawinan Menurut Imam Mazhab

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia minimal perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah swt:
(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((   

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. al-Nūr : 32)

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.
 Begitu pula dengan hadis Rasulullah saw, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.
عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلاَ نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

“Diriwayatkan dari Alqamah r.a katanya : Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdullah r.a, kami bertemu dengan Usman r.a yang kemudian menghampiri Abdullah. Setelah berbincang beberapa saat, Usman bertanya : “Wahai Abu Abdurrahman, maukah aku jodohkan kamu dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan itu akan dapat mengingatkan kembali pada masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdullah menjawab : Apa yang kamu ucapkan itu sejalan dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah kepada kami : “Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan zahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernihakan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu. .(H.R Bukhari dan Muslim)”

Secara tidak langsung al-Qur’an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda  balig secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria,  ihtilām bagi pria dan  haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria  balig maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.
 Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan balig.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani atau biologis, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balignya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda balig. Mulainya usia balig antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria  balig ini tidak bersifat kaku (relatif).
 Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode  sadd al-zārī’ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap balig. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap balig apabila telah menginjak usia 15 tahun.

Ulama Hanafiyah menetapkan  usia seseorang dianggap  balig sebagai berikut anak laki-laki dianggap balig bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.



Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan Anak laki-laki dianggap balig bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum  balig. Kedua, ia dianggap telah balig karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak pilihan baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.

Mengingat, perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (mīṡaqan galīẓan) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan balig (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklīf) didasarkan pada akal (aqil, dan mumayyiz), balig (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru  bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.

Terkait dengan prinsip kedewasaan dalam perkawinan, para ulama cenderung tidak membahas batasan usia perkawinan secara rinci namun lebih banyak membahas tentang hukum mengawinkan anak yang masih kecil. 

Perkawinan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut nikah ṣagīr/ṣagīrah atau zawāj al mubakkir. Ṣagīr/ṣagīrah secara literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan ṣagīr/ṣagirah adalah laki-laki/perempuan yang belum balig.

Perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijbār yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. 
Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum balig tanpa izinnya dan tidak ada hak khiyar bagi anak perempuan itu jika dia telah  balig. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil.

Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. 
Ulama yang membolehkan wali untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih di bawah umur ini pada umumnya berlandaskan pada riwayat bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Siti ‘Aisyah ra. dengan Rasulullah saw.
حدثنا يحيى بن يحيى و اسحق و ابراهيم و ابو بكر و ابو كريب قال يحيى و اسحق أخبرنا و قال الآخران حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و هي بنت ست و بنى بها و هي بنت تسع و مات عنها و هي بنت ثمان عشرة (رواه مسلم)
“Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar dan Abu Kuraib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu’awiyah dari al A’masyi dari al Aswad dari ‘Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun (HR. Muslim)

Abu Bakar ra. telah mengawinkan ‘Aisyah dengan Rasulullah saw sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan ‘Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad saw, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau kekhususan bagi Rasulullah saw sendiri sebagaimana Rasulullah saw dibolehkan beristri lebih dari empat orang yang tidak boleh diikuti oleh umatnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan Rasulullah saw dengan ‘Aisyah lebih bermotif dakwah.
 Walaupun demikian, hak ijbār ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan sekehendak sendiri. Ulama’ Syafi’iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain: 

1. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya yaitu ayahnya atau kakeknya. 
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara dia dan calon suaminya. 

3. Calon suami harus kufu (sesuai/setara). 
4. Calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas.

Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Beliau berpandangan bahwa anak laki-laki ataupun anak perempuan di bawah umur tidak dianjurkan untuk dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia balig dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.
 Firman Allah swt:
((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( 
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya” (QS. Al-Nisā’: 6).
 

Perkawinan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki kemampuan untuk mengelola harta (rusyd). Selain itu, mereka juga belum membutuhkan perkawinan. Mereka dikhawatirkan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami  istri terutama dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. 
Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda (baik karena ditinggal mati suaminya atau bercerai) maka walinya tidak boleh mengawinkannya kembali demikian pula bagi orang lain (wali selain ayah) untuk mengawinkannya sampai ia  balig.
 Jadi, anak kecil yang sudah janda kedudukannya sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dikawinkan.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله ابن الفضل سمع نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها (رواه مسلم)
“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id : Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa’ad dari Abdillah ibn Al Fadhli : Telah mendengar Nafi’ bin Jabir dengan khabar dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan perawan harus dengan izinnya dan izinnya ialah diamnya” (HR. Muslim).

Majelis Ulama’ Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyat al adā’ dan ahliyyat al wujūb).
Ahliyyat al adā’ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan Ahliyyat al wujūb adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti balig seorang wanita, hamil yang terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan mani bagi laki-laki.

Pendapat Imam Maliki, Imam Syaf’i, Imam Hambali, serta Imamiyah mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balignya seseorang. Sedangkan Imam Hanafi menolak pendapat tersebut, sebab bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu yang tumbuh pada anggota tubuh yang lain.

Balig memiliki makna sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Periode balig adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya masa usia balig secara yuridis dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya balig secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.

G.
Usia Perkawinan di Negara Muslim Modern
Salah satu fenomena abad 20 di dunia Muslim adalah adanya usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian, dan kewarisan). Sampai tahun 1996 di negara Timur Tengah misalnya hanya lima Negara yang belum memperbarui hukum keluarga, bahkan Negara-negara ini pun sedang dalam proses pembuatan draf, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.

Tujuan usaha pembaruan hukum keluarga berbeda antara satu Negara dengan Negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Pertama Negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum keluarga. Alasan pembaruan untuk unifikasi ini adalah karena adanya sejumlah mżhab yang diikuti di Negara bersangkutan yang boleh jadi terdiri dari mażab masih dikalangan sunni, namun juga boleh juga antara sunni dan syi’i. kedua, untuk pengangkatan status wanita. Undang-undang perkawinan Mesir dan Indonesia masuk dalam kelompok ini. Kedua, untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsop fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Quran atau Hadiṡ Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Quran dan begitu pula ada hadiṡ Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun al-Quran adalah firman Allah dalam surat al-Nisā’ ayat 6:
((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((   

“ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah balig.

Adapun hadis Nabi dari Abdullah Ibn Mas’ud yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
“ Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”
Ada seperti persyaratan dalam hadiṡ Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

Dalam salah satu definisi pekawinan disebutkan di atas yang  mencantumkan bahwa pernikahan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa.

Dalam salah satu persyaratan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut diatas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.
Hal-hal yang disebutkan di atas memberikan isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat dibedakan antara laki-laki dan perempuan, dpat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan komunitas atau disebabkan oleh factor lainnya. Untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.
Ternyata Undang-Undang Perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyarakan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan mashlahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.

Dalam konteks hukum Islam, setelah melalui abad tengah yang cenderung konservatif dan menolak adanya perubahan, maka sejak abad modern para ahli hukum Islam semakin menyadari bahwa perubahan baik melalui proses reformasi (islah) maupun pembaruan (tajdid) merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan (inevitable).

Pada mulanya, perubahan itu diklasifikasikan kepada dua prinsip lapangan hukum, hukum perdagangan dan pidana (non-family law) dan hukum keluarga (family law).
 Pada tahap awal, pembaruan hanya diarahkan kepada aspek-aspek yang menyangkut hukum perdagangan dan pidana dengan mengadopsi hukum-hukum Barat terutama yang berasal dari Perancis, Jerman, Swiss dan Belanda. Pada tahap ini para pembaru menolak untuk melakukan pembaruan dalam bidang hukum keluarga, dengan alasan karena hukum keluarga dipandang sebagai inti dan jantung hukum Islam itu sendiri dan merupakan aturan-aturan yang disebut secara rinci dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Ada anggapan merubah hukum keluarga berarti merubah Islam.Fenomena ini berlangsung hingga tahun 1915.

Pembaruan tahap kedua terjadi setelah tahun 1915, yang tidak hanya berkisar pada hukum-hukum perdagangan dan pidana tapi mulai menyentuh yang mengadopsi hukum-hukum Barat, pada tahap kedua pembaruan menyentuh persoalan metodologi.
 Sampai tahun 1996 di Negara Timur Tengah misalnya hanya tinggal lima Negara yang belum memperbarui hukum keluarga bahkan negara-negara inipun sedang dalam proses pembuatan draft, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.

Salah satu bidang yang mendapat sentuhan pembaruan dalam undang-undang tentang hukum keluarga di beberapa Negara Muslim adalah adanya pembatasan minimal usia untuk menikah baik bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.
 Meskipun dalam memberikan batasan tersebut adalah berbeda-beda antara Negara yang satu dengan Negara yang lain, karena memang pertimbangan dan kondisi serta lingkungan yang ada dalam suatu masyarakat dalam suatu Negara adalah berbeda.

Di Aljazair, dalam pasal 7 dari The Family Code 1984 dengan tegas mengemukakan bahwa usia minimal calon mempelai laki-laki adalah 21 tahun dan calon mempelai perempuan adalah 18 tahun. Usia nikah ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan usia nikah yang terdapat dalam hukum keluarga di Negara-negara Islam lain. Tercatat hanya Bangladesh yang menyamai batas minimu usia nikah ini. 
 Ketentuan ini diduga karena adanya pertimbangan secara sosiologis, karena ketentuan ini tidak diambil dari pandangan mazhab Maliki yang secara mayoritas dianut oleh muslim di Negara ini yang menetapkan usia 17 tahun.
 Juga tidak diambil dari madzhab Hanafi yang lebih rendah dari batasan ini, yakni 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.
 Namun demikian, ketentuan batasan nikah ini bisa saja diabaikan oleh hakim atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan dan atas pertimbangan demi kebaikan para calon mempelai.

The Child Marriage Restraint Act 1929 yang pernah berlaku di Bangladesh telah diamandemen oleh ordinasi 28 tahun 1984 sehingga ketentuan batas minimal umur untuk menikah dalam pasal 2 dari ordonansi tersebut menyebutkan bahwa laki-laki hendaknya berumur 21 tahun dan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan ini maka dapat dikenakan hukuman dengan dipenjara selama satu bulan atau membayar denda sampai seribu taka atau malah bisa dikenakan hukuman kedua-duanya.
 Dengan adanya ketentuan ini, maka legislasi tersebut memberikan sanksi hukum bagi mereka yang tidak memenuhi ketentuan ini, meskipun tidak mempengaruhi pada keabsahan perkawinan.

Dengan cara ini hukum Islam yang berlaku di Aljazair telah menjadi sistem hukum yang independen yang disebut: “Droit Musulman Algerien”. Tidak terdapat komperatif studi lainnya yang dilakukan untuk mempelajari perbedaan caranya teori hukum Inggeris dan Perancis mendekati masalah-masalah hukum Islam.

Tiga tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Aljazair megumumkan sebuah hukum yang ringkas yang disebut Marriage Ordinance 1959.Tujuan lahirnya undang-undang ini adalah untuk mengatur aspek-aspek tertentu dari perkawinan dan perceraian di kalangan umat Islam. Ordonansi ini memuat 12 ayat yang tujuan utamanya adalah:

1. mengatur tata cara pelaksanaan dan registerasi perkawinan.

2. meningkatkan usia nikah calon suami maupun istri.

3. mengatur perceraian melalui peradilan dan ketentuan-ketentuan pasca perceraian.

Menindaklanjuti proklamasi kemerdekaan pada buan Juli 1963, Aljazair mengumumkan sebuah konstitusi yang menempatkan Islam sebagai agama negara.

Sebagai negara jajahan Perancis, sistem hukum Aljazair terpengaruh oleh sistem hukum Perancis dalam hukum sipil, pidana, dan administrasi peradilan. Tetapi hal ini tidak menafikan hukum keluarga bermażhab Maliki yang khas lokal. Ketika negara ini dalam masa penajajahan, usaha-usaha priodik mensistemisasi dan mengkodifikasikan bagian-bagian hukum keluarga telah dilakukan dibawah panduan para ahli hukum Islam. Pada tahun 1906 seorang ahli hukum Perancis bernama Marcel Morand diberi wewenang untuk mempersiapkan rancangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga sesuai dengan yang berlaku pada perdilan lokal.
 Draft tersebut dipublikasikan 10 tahun kemudian dibawah titel: “Avant-Project de Code du Droit Musulman Algerien”. Sekalipun secara umum didasarkan pada mażhab Maliki, prinsip-prinsip hukum non-Maliki yang sebagaian besarnya mażhab Hanafi ikut mewarnai rancangan undang-undang ini, sebab pengikut mażhab Hanafi menduduki urutan kedua setelah Maliki. Hasil usaha Morand tersebut tidak pernah dijadikan hukum positif lewat legislasi formal hukum, namun dapat dicatat rancangan ini memberi pengaruh pada aplikasi dan administrasi hukum keluarga Islam di Aljazair.

Jadi, dalam batasan usia nikah Aljazair melakukan reformasi ekstra dektrinal, yaitu keluar dari pendapat yang berkembang di kalangan pemikir hukuk Islam (mazhab), seterusnya membuat keputusan hukum baru melalui ijtihad, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam.
Sedangkan Negara Mesir menetapkan ketentuan batas usia terendah untuk menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Meskipun perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum mencapai batas umur terendah tersebut juga tetap dianggap sah, hanya saja tidak boleh didaftarkan.
 Dengan demikian, mendaftarkan perkawinan merupakan suatu hal yang diwajibkan meskipun tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan.

Pengadilan tidak boleh memberi izin kepada mereka, yang belum mencapai batas minimal umur untuk menikah atau ketika klaim perkawinan diperdebatkan dan tidak ada dokumentasi kantor.

Mesir adalah negara Arab pertama yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga.  Pada awal sejarahnya penduduk Mesir menganut mazhab Syafi’i kemudian setelah negara Mesir menjadi sebuah provinsi otonomi pada masa Kaisar Ottoman mesir mengadopsi sistem mazhab Hanafi.  Mesir mereformasi hukum dan administrasi peradilannya sejak merdeka pada tahun 1873.  Tidak lama kemudian sebuah gerakan reformasi di berbagai bidang sosial dan ekonomi diluncurkan di negara ini. Reformasi yang paling menonjol adalah pada masa Mufti Besar Muhammad Abduh, Shaikh Rashid Ridha dan Qasim Amin.  Perubahan dalam aspek-aspek tertentu pada hukum keluarga tradisional yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk negara sebuah bagian penting dalam reformasi ini.  
Pembaruan hukum keluarga Islam di Mesir pada mulanya mengalami gejolak yang cukup signifikan.  Pada mula-mula disusunnya undang-undang hukum keluarga Mesir pada tahun 1910 M yang berorentasi kepada mazhab Abu Hanifah, Mesir mendapat perlawanan dari rakyat yang menghendaki agar dalam hukum kaluarga dilakukan pembaharuan dan tidak berpegang pada mazhab Abu Hanifah saja, melainkan bersandarkan juga pada empat mazhab lainnya.  Atas perlawanan rakyat ini kemudian pada tahun 1920 M pemerintah membentuk panitia perumus yang terdiri dari Syaikh al-Azhar, Syaikh Mazhab Maliki, Ketua Pengadilan Tinggi, Mufti Negara dan para ahli hukum Islam lainnya untuk merumuskan rancangan undang-undang hukum keluarga yang materinya diambil dari mazhab Hanafi dan empat mazhab lainnya.  Undang-undang hukum keluarga ini selesai disusun pada tahun 1923 M dan pada tahun 1930 M diganti lagi dengan undang-undang keluarga yang baru.  Pada tahun 1936 M berhasil disusun undang-undang keluarga tanpa terikat dengan mazhab tertentu.

Jika dilihat dari pendapat Imam Mażab dalam hubungannya dengan batasan usia pernikahan maka Mesir nampaknya mengambil mazhab Imam yang mewajibkan meminta izin kepada calon mempelai yakni Imam Abu Hanifah.  Artinya ada kesamaan antara Mesir dan Pakistan, hanya saja Mesir tidak menerapkan sanksi apapun terhadap para pihak yang terlibat dalam pernikahan anak diluar ketentuan yang berlaku kecuali hanya tidak dicatatkan saja.  Hal ini dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya dimana Mesir sangat terbuka terhadap pendapat empat mazhab Imam besar, sehingga Mesir hanya mengambil pendapat yang sesuai dan lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Mesir dengan tidak menepiskan mazhab yang berpendapat lain termasuk pendapat yang tidak mewajibkan izin ( include di dalamnya sanksi).
Untuk negara Irak, berdasarkan pada The code of personal status 1959, batas usia terendah untuk menikah adalah l8 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuannya. Namun demikian, berdasarkan pasal 8 maka seseorang yang belum mencapai umur yang telah ditetapkan tersebut dapat meminta izin kepada qādī untuk menikahkan dengan persetujuan walinya yang sah jika terbukti memang orang tersebut telah memiliki kecakapan maupun kemampuan secara fisik. Andaikata walinya keberatan untuk memberi izin dengan alasan yang tidak dapat diterima maka qādī dapat melangsungkan perkawinan tersebut.

Sedangkan untuk negara Yordania, batas terendah umur untuk menikah diatur dalam ketentuan The Code of Personal Status1976 pada pasal 5 yaitu untuk dapat melangsungkan perkawinan setidaknya laki-iaki berumur  16 tahun dan perempuan berumur 15 tahun. Dan dalam pasal 6 selanjutnya dijelaskan bahwa apabila ada seorang gadis yang berumur l5 tahun dan ingin menikah tanpa melanggar prinsip-prinsip kafa’ah (equality in marriage), namun walinya baik ayah maupun kakeknya tidak memberinya izin tanpa suatu alasan dasar hukum, maka pengadilan dapat meyetujui perkawinan tersebut.
 Selain itu dalam ketentuan pasal 7 juga disebutkan bahwa jika perbedaan umur antara pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan itu melebihi dua puluh tahun dan pihak wanita belum berumur l8 tahun, maka perkawinan tersebut secara tegas dilarang kecuali ada izin khusus dari hakim yang menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah demi kepentingan pihak wanita.

Sedangkan untuk negara Libya dalam ketentuan Law on Women's right in Marriage and Divorce 1972 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan bagi perempuan yang berumur l6 tahun dan bagi laki-laki yang berumur l8 tahun saat terjadinya suatu perkawinan. Namun apabila ada alasan tertentu bagi mereka yang belum mencapai pada ketentuan batas terendah usia yang telah ditetapkan untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka pengadilan dapat memberikan izin untuk dilangsungkannya perkawinan tersebut.

Dalam The Law on family Right dari Libanon, pasal 7 dijelaskan bahwa tidak seorangpun yang diizinkan untuk mengikatkan suatu perkawinan bagi laki-laki yang belum berumur 18 tahun dan bagi perempuan yang belum berumur 17 tahun. Dan selanjutnya dalam pasal 8 dikemukakan bahwa seorang gadis yang berumur 17 tahun yang ingin menikah dengan seseorang maka pengadilan akan membicarakan keinginannya kepada walinya dan jikawalinya tidak keberatan atau jika keberatannya karena suatu alasan yang tidak dapat diterima, maka pengadilan dapat memberinya  izin untuk menikah. 

Adapun di Malaysia, batas usia terendah untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut secara tegas tercantum dalam bunyi pasal I dari Islamic Farpity Low (Federal Territory) Act 1984 yang menyebutkan bahwa tidak ada perkawinan yang boleh dilangsungkan atau didaftarkan bagi seorang laki-laki yang berumur di bawah l8 tahun atau bagi perempuan yang berumur di bawah16 tahun, kecuali hakim syarī'ah telah mengeluarkan izinnya secara tertulis dalarn keadaan tertentu.

Sampai saat ini Malaysia belum mempunyai undang-undang keluarga yang berlaku secara nasional.  Keadaan semacam ini sesungguhnya dapat menimbulkan kerugian secara politis, dimana dapat melemahkan kontrol negara dalam aspek-aspek yang berskala nasional. Akan tetapi negara federal pun tidak berarti tak memiliki keunggulan, setidaknya dalam beberapa kasus tertentu akan mudah dalam mengendalikan kontrol.

Hukum keluarga Islam di Malaysia dapat dikategorikan ke dalam metode pembaruan Siyasah Syar’iyah yakni menerapkan aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syarī’ah.  Baik ketentuan tentang batasan usia minimal anak maupun sanksi yang ditetapkan, kedua-duanya merupakan kebijakan administratif dalam rangka mewujudkan Maqāsid Syarī’ah yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.  Artinya Malaysia dan Mesir memiliki kesamaan dalam hal metode pembaruan hukum keluarga Islam.  Dari segi regulasi hukum, Malaysia dan Mesir sama-sama menerapkan aturan-aturan yang mengikat bagi masyarakatnya serta sanksi bagi pelanggarnya yaitu sama-sama menetapkan batasan usia minimal pernikahan 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, serta sama-sama memberikan sanksi berupa denda dan penjara terhadap para pihak yang melanggarnya.

Sedangkan batas usia terendah untuk menikah di Maroko didasarkan pada ketentuan pasal 8 dari The Code of Personal Status yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki telah dianggap mampu untuk menikah ketika telah berumur 18 tahun dan tidak memiliki gangguan apapun dalam kemampuan fisiknya. Terhadap hal ini maka hakim dapat mengizinkannya, sedangkan untuk perempuan ketika telah berusia 15 tahun. Dan dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 9 dijelaskan bahwa perkawinan anak gadis itu harus berdasarkan persetujuan dari walinya. Namun apabila walinya menolak untuk menikahkannya, maka dalam hal ini pasal 13 dari undang-undang ini memberikan penyelesaian bahwa ketika walinya menolak untuk menikahkannya maka hakim seharusnya meminta kepadanya untuk menikahkannya, namun apabila dia juga tetap menolak untuk melakukannya maka hakim dapat memberinya izin untuk menikah dengan seseorang yang sepadan (sekufu) dengannya serta dengan adanya mahar yang pantas. Hanya perempuan itu sendiri atau walinya yang dapat membatalkan perkawinan karena alasan ketidak sepadanan dengan suami. Dan kesepadanan itu sendiri dinilai pada saat perkawinan dengan mendasarkan pada adat kebiasaan, masyarakat setempat.

Pembatasan demikian tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur’an maupun Hadis maupun kitab-kitab Fiqh. Hanya saja para ulama mażhab sepakat bahwa balig merupakan salah satu syarat bolehnya perkawinan, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Imam Malik menetapkan umur 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk dikategorikan balig, sementara Syafi’idan Hambali menentukan umur 15 tahun, sedangkan Hanafi yang membedakan batas usia umur balig bagi keduanya, yakni laki-laki 18 tahun sedangkan permpuan 17 tahun. Batasan ini merupakan batasan maksimal, sedangkan batasan minimal adalah laki-laki 15 tahun dan perempuan 9 tahun, dengan alasan bahwa pada umur itu ada laki-laki yang sudah mengeluarkan sperma danada perempuan yang sudah haid sehingga bisa hamil. 
Dalam hal ini nampaknya Maroko mengikuti ketentuan umur yang ditetapkan oleh Syafi’i dan Hambali. Batas umur 15 tahun bagi wanita Turki, Yordania, dan Yaman Utara.
Sedangkan untuk negara Yaman, dalam pasal 19 dari undang-undang hukum keluarganya menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan kurang dari untur 15 tahun adalah tidak sah secara hukum bahkan meskipun dengan persetujuan walinya. Dan menurut pasal 20, persetujuan dari mempelai perempuan harus didapatkan di mana persetujuan anak gadis dapat dilihat dari diamnya sementara untuk janda harus memberikan tanda persetujuannya dengan kata-kata. Seorang wali tidak dapat menjanjikan seorang gadis yang telah dewasa untuk menikah kecuali atas persetujuannya.

Batas minimal usia terendah untuk menikah di Pakistan yang semula-didasarkan pada ketentuan The Child Marriage Restraint Act 1929 telah menetapkan batas unur minimal untuk menikah yaitu 2l tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi yang perempuan. Ketentuan ini termuat dalam pasal 2. Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 yang menegaskan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan ini maka dapat dikenakan hukuman dengan dipenjara selama satu bulan atau membayar denda sampai seribu taka atau malah bisa dikenakan hukuman kedua-duanya.

Adapun untuk negara Somalia, dalam ketentuan pasal 16 dari undang-undang hukum keluarga yang berlaku sejak tahun 1975 di negara ini menyebutkan bahwa batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki adalah l8 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun dan dalam kondisi tertentu pihak pengadilan dapat memberikan izin nikah bagi pasangan yang belum cukup umur. Namun demikian, Somalia juga mengatur tentang perkawinan di bawah untuk bagi perempuan dengan beberapa syarat sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 19 bahwa seorang gadis yang belum mencapai umur di dalam perkawinan dapat diwakili oleh ayahnya dan jika ayah tidak ada, oleh ibunya, kakek, saudara tertua atau paman. Jika mereka semua tidak ada atau berada jauh lebih ciari 100 Km dari tempatdilangsungkan perkawinan, pengadilan atau petugas yang diberi kuasa dapat bertindak sebagai wali.

Sebagimana hukum keluarga di negara-negara yang lain, Yaman Selatan juga menetapkan adanya batasan usia nikah dalam pasal 7 dari undang-undang hukum keluarganya yaitu 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nikah, hanya disebutkan bahwa itu merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan berkaitan dengan adanya pembatasan usia terendah untuk menikah ini lebih lanjut ditetapkan dalam pasal 9 bahwa perbedaan usia antara kedua calon pengantin tidak boleh lebih dari 20 tahun, kecuali bila calon pengantin perempuannya telah berusia 35 tahun.
 Jika kita lihat ketentuan ini, memiliki kesamaan dengan hukum yang berlaku di negara Yordani.

Namun batasan ini tidak terkait dengan keabsahan akad nikah, hanya disebutkan bahwa itu merupakan suatu yang perlu untuk diperhatikan. Tampaknya hanya nilai kemaslahatan yang mendasari ketetapan ini dan tidak banyak kepentingan Negara untuk ikut mengaturnya, sehingga peraturan ini hanya bersifat anjuran. 

Sedangkan ketentuan yang berlaku di Syiria, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 16 dan The Code of Personal Statustahun 1975bahwa seorang laki-laki dianggap telah memiliki kemampuan untuk menikah pada umur 18 tahun dan bagi perempuan ketika berunur l7 tahun.
 Undang-undang hukum keluarga Syiria tidak hanya mengatur tentang batas terendah umur untuk menikah, namun juga mengatur tentang selisih umur antara pihak laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu bahwa jika perbedaan umur antara pihak laki-laki dan pihak wanita yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut terlalu jauh maka perkawinan hanya dapat dilakukan dengan izin khusus dari pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 19 undang-undang Syiria No. 59 tahun 1953 yang untuk selanjutnya diubah dengan undang-undang No. 34 tahun 1975.

Laki-laki dan perempuan di Tunisia dapat melakukan perkawinan jika telah berusia 20 tahun. Hal ini rnerupakan ketentuan yang merubah isi pasal 5 undang-undang 1956,
 yang mana sebelum diubah, ketentuan usia nikah adalah l7 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Dengan ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 20 tahun untuk boleh melangsungkan perkawinan, bagi perempuan yang berusia l7 tahun harus mendapat izin dari walinya. Jika sang wali tidak memberikan izin, perkara tersebut dapat diputuskan oleh pengadilan. Akan tetapi pada tahun198, ketentuan pasal ini berubah, yaitu bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah mencapai usia 20 tahun dan wanita telah mencapai umur 17 tahun.
 Sehingga bagi mereka yang belum sampai batasan usia tersebut, harus mendapat izin khusus dari pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pasal 5 ayat (3). Izin tidak dapat diberikan kalau tidak ada alasan-alasan yang kuat dan keinginan yang jelas dari masing-masing pihak. Di samping itu, perkawinan di bawah umur adalah tergantung kepada izin wali. Jika wali menolak memberikan izin padahal para pihak sudah berhasrat kuat untuk menikah, perkara dapat diputuskan Pengadilan. 

Sedangkan dalam undang-undang Turki, umur minimal seseorang yang hendak menikah adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam kasus-kasus tertentu Pengadilan dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat izin dari orang tua atau walinya. Undang-undang yang mengatur umur nikah ini sudah diamandemen pada tahun 1938. Pada tahun1912 dalam kasus-kasus tertentu, pengadilan masih boleh mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan.

Sedangkan hukum sipil Afghanistan yang diberilakukan tahun 1977 dalam pasal 7l menetapkan bahwa kompetensi untuk menikah adalah ketika sudah mencapai umur l8 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Bagi perempuan yang belum mencapai umur ini hanya dapat dinikahkan oleh ayahnya atau hakim, perkawinan tidak diperkenankan bagi gadis di bawah umur l7 tahun bagaimanapun keadaannya.
 Wanita dewasa dan berkompeten dimungkinkan nikah tanpa izin wali.
 Sebagai konsekuensi dari legislasi ini, perkawinan anak secara efektif dapat terhapus dan kekuasaan wali memaksa perempuan (ijbar) hanya berlaku dengan memperhatikan kondisi gadis-gadis antara umur l5 dan l6 tahun, meskipun hal ini masih bergantung kepada izin dari pengadilan.
Pada tahun 1978 Majelis Revolusioner menerbitkan sebuah keputusan mengenai perkawinan anak. Di bawah keputusan ini, ketentuan perkawinan gadis di bawah umur 16 tahun dan pemuda di bawah 18 tahun adalah terlarang, dan pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara antara 6 bulan sampai 3 tahun.

Upaya kodifikasi hukum Islam telah dilakukan sejak awal di Iran. Hukum keluarga Islam pada saat pertama kali dikodifikasikan merupakan bagian dari hukum perdata yang diundangkan dari tahun 1928-1935 dalam bentuk Iranian Civil Code. Iranian Civil Code merupakan refleksi kombinasi antara hukum Islam dan yurisprudensi sipil Prancis. Pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas untuk menyiapkan draft hukum perdata. Materi ketentuan hukum yang selain hukum keluarga dan waris diadopsi dari Code Napoleon selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Draft yang disusun oleh komite tersebut setelah ditetapkan disebut dengan Qanun Madani (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935
.

Bagian II Iranian Civil Code yang dibentuk pada tahun 1930, berkaitan dengan 6 buku yang berhubungan dengan beberapa aspek hukum perdata, seperti orang hilang, hubungan kekerabatan (nasab), perkawinan dan perceraian, perwalian, ketidak-mampuan dan pengampuan
. Ketentuan mengenai hukum waris diatur dalam pasal 861-949. Sementara itu, seluruh buku VII masalah hukum keluarga yang didasarkan pada hukum tradisional Syi’ah Isna Aṣ’ariah (Ja’fari) yang masih berlaku sampai sekarang tanpa mengalami perubahan
.
Pada tahun 1936, legislasi menetapkan pendidikan sekuler sebagai sebuah prasyarat untuk menjadi hakim
. Perubahan utama yang diperkenalkan adalah dalam wilayah hukum keluarga pada masa kepemimpinan Reza Shah dengan penerimaan the Family Protection Act (Qanun Himayat Khaneiwada/Undang-undang Perlindungan Keluarga) 1967 yang diundangkan pada 24 Juni 1967 yang kemudian mengalami amandemen penting pada tahun 1975—dengan adanya penghapusan perceraian extra-judicial, keharusan adanya izin Pengadilan terhadap pelaksanaan poligini yang dibatasi hanya karena kondisi tertentu serta pembanguan Peradilan Agama khusus untuk penerapan undang-undang status personal yang baru.

Revolusi 1979 merupakan sebuah akhir dari Dinasti Pahlevi (1925-1979). Keberhasilan revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini, rezim yang baru mendeklarasikan bahwa hukum Islam menjadi satu-satunya sumber hukum di Negara Iran.
 Sistem hukum Islam akan diberlakukan seluruhnya di Iran. Hukum pidana tahun 1912 dan hukum perdata 1928-1935 dicabut, selanjutnya diterapkan hukum Islam (pasal 4). Hukum Keluarga 1931-1938 dan Hukum Perlindungan Keluarga 1975 dipandang telah melewati hukum Islam yang mapan, sehingga dicabut juga. Hukum keluarga yang dipergunakan dikembalikan pada mazhab mayoritas, Ja’fari Isna Aṣh’ari (pasal 12) dan mazhab minoritas, sunni.

Dewan memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali semua hukum yang dipakai pada saat itu untuk tujuan Islamisasi sistem hukum dengan fatwa Ayatollah Khomeini atau yang disebut dengan hukum transisi. Sumber hukum adalah hukum Islam, undang-undang dasar, ketentuan perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis seperi adat kebiasaan, prinsip-prinsip revolusi, dan lain sebagainya.

Di negara Iran usia minimum boleh melaksanakan perkawinan bagi pria adalah 18 tahun dan bagi wanita 15 tahun. Bagi seorang yang mengawinkan seseorang yang masih di bawah usia minimum nikah dapat dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan di bawah usia 13 tahun, maka yang mengawinkannya dapat dipenjara selama 2 minggu hingga 3 tahun. Di samping itu, bagi yang melanggar ketentuan ini dapat dikenai denda 2-20 riyal.

Usia minimum boleh melaksanakan perkawinan tersebut berbeda dengan pandangan hukum mazhab Ja’fari. Menurut mazhab Ja’fari, seseorang telah dipandang dewasa (karenanya dpat melangsungkan pernikahan) jika telah berumur 15 tahun bagi pria dan 9 tahun bagi wanita. Mazhab Ja’far juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian ancaman hukuman bagi wali yang mengawinkan anak di bawah umur merupakan pembaruan hukum keluarga di Iran yang bersifat administratif.
Somalia menetapkan umur minimal 18 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan.  Hanya saja dalam kondisi tertentu pihak pengadilan dapat memberikan izin nikah bagi pasangan yang belum cukup umur. Selain itu Somalia juga mengatur pernikahan di bawah umur bagi wanita dengan beberapa persyaratan. Seseorang gadis yang belum mencapai umur di dalam perkawinan dapat diwakili oleh ayahnya dan jika ayahnya tidak ada, oleh ibunya, kakek saudara tertua atau paman. Jika mereka tidak ada atau berada jauh dari 100 km dari tempat dilangsungkan perkawinan, pengadilan atau petugas yang diberikan kuasa dapat bertindah sebagai wali.
Untuk dapat memberikan kemudahan dalam melakukan perbandingan secara lebih jelas tentang batas terendah umur untuk menikah di beberapa negara muslim tersebut, ada baiknya kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 2
Usia Perkawinan di Negara Muslim

	Negara
	Laki-laki
	Perempuan

	Algeria 

Bangladesh 

Mesir 
Indonesia 

Irak 

Yordania 

Libanon 

Libia 

Malaysia 

Maroko

Yaman Utara 

Pakistan 

Somalia 

Yaman Selatan 

Syiria 

Tunisia 

Turki 

Afghanitstan 
	21

21

18

19

18

16

18

18

18

18

15

18

18

18

18

19

17

18
	18

18

16

16

18

15

17

16

16

15

15

16

18

16

17

17

15

17


Dari paparan data dalam tabel diatas maka nampak bahwa batas usia terendah bagi laki-laki terdapat di Yaman Utara yaitu 15 tahun, sedangkan batas minimal bagi perempuan terdapat di yordania, maroko, yaman utara dan turki yaitu pada usia 15 tahun.
Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak peria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempun sudah mencapai umur 16 tahun, jika kita bandingkan dengan ketentuan batas usia yang diberlakukan di Negara muslim lainnya dalam tabel diatas terlihat jelas bahwa batas minimal usia untuk menikah di Indonesia secara kuantitatif adalah relatif cukup tinggi untuk laki-laki meskipun untuk perempuan termasuk rendah. belum lagi dalam tahap pelaksanaannya batas umur minimal tersebut seringkali belum dipatuhi sepenuhnya, meskipun telah ada upaya untuk mendorong agar seseorang menikah di atas batas umur terendahnya yaitu dengan adanya ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) yang mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, tetapi dalam kenyataan seringkali pihak orang tua sendiri yang cenderung menggunakan batas umur terendah tersebut tanpa mempertimbangkan kondisi fisik maupun fisikis dari anak.
Adapun jika dilihat ketentuan tersebut berdasarkan ketetapan dari WHO yang menyatakan bahwa usia yang ideal untuk berumah tangga menurut kesehatan dan juga program keluarga berencana adalah antara usia 20-25 tahun bagi perempuan dan antara usia 25-30 tahun bagi laki-laki, maka batas minimal usia untuk menikah yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 secara kulitatif terlihat masih jauh dibawah standard usia yang diharapkan, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. oleh karna itu, perlu adanya suatu langkah untuk menaikkan ketentuan batas minimal usia menikah yang telah ada sehingga dapat hidup berumah tangga dapat diupayakan untuk dapat mencapai tujuan hidup keluarga, yaitu suatu kehidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
H. 
Faktor-faktor Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur

Tujuan hukum keluarga Indonesia yang termanifestasi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkadang dianggap tidak serasi pada pola piker masyarakat. Bagi masyarakat yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran yang mereka anut, karena pemahaman Masyarakat memaknai dewasa akil bȃlighseringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya. Bahkan terkadang masyarakat di Desa terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya. 
Batas dewasa akil balig dalam pengertian mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang besar dan bisa membantu beban keluarga dalam mencari pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melaksanakan perkawinan. Biasanya di kalangan masyarakat tersebut ketika terjadi perkawinan di bawah umur tidak langsung dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum sah menurut Undang-undang Perkawinan, karena akan dianggap sah suatu perkawinan dalam undang-undang jika perkawinan yang sah menurut agama dan sah menurut undang-undang dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di bawah umur tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan, yakni sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki akan dilakukan penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang perkawinan disamping sah menurut agama.

Untuk merubah suatu pola pikir masyarakat seperti itu memang sangatlah tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidah harus diupayakan penanganannya. Perangkat kaidah hukum sebagai sarana kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan hukum masyarakat tersebut.
Dari penjelasan diatas, kiranya dapat ditelaah lebih lanjut beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan kaidah hukum. Beberapa diantaranya misalnya tingkat social ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Adapun faktor utama mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur diantaranya sebagai berikut:

1. Ekonomi

Secara umum pernikahan di usia muda lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas. Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah.
 Perkawinan usia muda terjadi karena keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

1. Pendidikan

Motif lain terjadinya perkawinan di usia muda ialah karena faktor pendidikan. Akibat biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua menghidupi anaknya. Alasan lain karena memang pendidikan anak dan orangtua yang rendah sehingga mereka tidak mengetahui bahwa banyak dampak yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang dilakukan di usia muda, salah satunya ialah masalah reproduksi.

2. Keluarga/Orangtua

Faktor terjadinya pernikahan di usia muda juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orangtua. Ada beberapa alasan orangtua menikahkan anaknya secara dini karena khawatir anaknya akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Selain itu, alasan lain orangtua menikahkan anaknya secara dini ialah karena relasi. Ia menjodohkan anaknya dengan anak saudaranya agar hubungan kekeluargaan tidak putus atau dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh pada orang lain tetapi jatuh pada keluarga sendiri.

3. Budaya

Pada beberapa keluarga tertentu bahkan beberapa belahan daerah di Indonesia dapat dilihat ada yang memiliki tradisi menikahkan anaknya pada usia muda dan hal ini berlangsung terus menerus. Pada keluarga yang menganut tradisi ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untukmenikah. Terpenting mereka yang dinikahkan telah baligh dan berakal.
 Perkawinan usia muda juga terjadi karena orangtua takut anaknya disebut sebagai perawan tua. Praktik perjodohan yang sudah menjadi adat juga menjadi faktor pernikahan di usia muda. Biasanya, orangtua yang memiliki gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orangtuanya (tunangan). Kemudian mereka akan dinikahkan setelah anak tersebut mengalami menstruasi.

4. Faktor MBA (Marriage By Acident)
Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terkadang pernikahan di usia muda terjadi sebagai solusi untuk kehamilan yang terjadi di luar nikah. Menurut Sarwono pernikahan di usia muda banyak terjadi pada masa puberitas. Hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini juga terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, dengan mudah bisa disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai berlebihan, sehingga para remaja sering melakukan seks pra nikah dan akibatnya adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil pihak keluarga adalah dengan menikahkan mereka. Dalam beberapa penelitian bahwa faktor terjadinya perkawinan di usia muda juga disebabkan oleh pergaulan bebas ketika mereka berpacaran. Kurangnya pengawasan dari orangtua juga menjadi sebab remaja melakukan pergaulan bebas.
 Menurut Rohmawati, paparan media massa baik cetak maupun elektronik mempunyai pengaruh terhadap remaja untuk melakukan hubungan seksual pra nikah. Paparan informasi seksualitas dari media massa yang cenderung bersifat pornografi dan pornoaksi dapat menjadi referensi yang tidak dapat mendidik bagi remaja. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan mencoba akan meniru apa yang dilihat atau didengar dari media massa tersebut.

I.

I.
Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Interdisipliner

Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Dalam membahas tentang kedewasaan, kita tidak bisa membatasi diri dengan satu atau dua bidang keilmuan saja, namun terpaksa kita harus melakukan pengkajian-pengkajian secara interdisipliner karena kedewasaan sendiri dipergunakan oleh hampir semua bidang ilmu sosial, sebutlah diantaranya: ilmu sosiologi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi bahkan dalam ilmu agama pun persoalan kedawasaan menjadi hal yang prinsip dan menentukan.

Keanekaragaman dalam menentukan batas usia kedewasaan diakibatkan oleh tidak adanya patokan yang dapat digunakan secara akurat untuk menentukan batas kedewasaan manusia. Usia dan tindakan perkawinan memang bisa menjadi salah satu penentu kedewasaan. Namun tidak selalu menjadi ukuran yang tepat karena kedewasaan sendiri merupakan suatu keadaan dimana seseorang telah mencapai tingkat kematangan dalam berfikir dan bertindak, sedangkan tingkat kematangan itu hadir pada masing-masing orang secara berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Memang tidak semua peraturan perundang-undangan menyebutkan secara tegas tentang batas kedewasaan.

Namun dengan menentukan batasan umur bagi suatu perbuatan hukum tertentu, maka sesungguhnya faktor kedewasaanlah yang sedang menjadi ukuran. Misalnya dalam beberapa undang-undang hanya mencantumkan batasan umur bagi mereka yang disebut anak, sehingga di atas batas umur tersebut harus dianggap telah dewasa, atau undang-undang membolehkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu setelah melampaui batas umur yang ditentukan. Semua pengaturan tersebut pada akhirnya tertuju pada maksud dan pengertian tentang kedewasaan. Kemampuan berfikir secara konseptual berdasarkan norma dan sistem nilai membuat peradaban manusia terus berkembang dengan pesat. Dalam kaitannya dengan pola dan tingkat peradaban manusia itu, terdapat suatu kondisi pada diri manusia yang selalu dikaitkan dengan kualitas mental dan kematangan pribadi, kondisi tersebut tidak lain adalah kedewasaan (adulthood). Kedewasaan selalu menjadi ukuran dalam setiap tindakan dan tanggung jawab yang diemban, sehingga kedewasaan menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap interaksi sosial, baik yang menimbulkan akibat hukum maupun yang hanya sebatas dalam ruang lingkup hubungan masyarakat.

Hampir dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari sebuah perbuatan. Hal ini karena hanya seseorang yang telah dewasa saja yang dianggap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna, hal ini dapat kita lihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan kwalifikasi pada perbuatan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang telah dewasa. 

Namun disisi lain, ada fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit diatasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyak masalah sosial dan di lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi pernikahan di bawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subyek dalam pernikahan tersebut.
 

Beberapa tahun yang lalu masih segar dalam ingatan kita tentang seseorang yang kaya yang menikahi seorang perempuan yang masih belia berumur 12 Tahun. Berita ini menarik khalayak karena merupakan hal yang tak lazim. Apapun alasannya, perkawinan tersebut ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak akibat dampak dari pernikahan tersebut. Ada beberapa penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa dan faktor adat.

Faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur dimana si wanita dengan keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seringkali terjebak dalam situasi yang membuat ia melakukan pernikahan dini, disamping itu pendidikan juga berperan penting sebagai pembelajaran bagi si anak untuk mendapatkan pemahaman mengenai pernikahan, orang tua dalam keluarga sangat penting untuk menanamkan fondasi yang kuat bagi anak untuk menentukan tujuan hidup anak agar tidak menyimpang. Media massa yang semakin maju membuat si anak bebas mengakses media sosial, televisi, sehingga dibutuhkan pengawasan extra agar si anak terkontrol. Dan adat budaya setempat berpengaruh dalam proses pembentukan kepribadian si anak. 

Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah jika subjek hukumnya cakap bertindak, pengertian cakap bertindak berhubungan erat dengan arti kedewasaan, karena menurut Pasal 1330 angka 1 KUHPerdata orang yang tidak cakap bertindak itu salah satunya adalah mereka yang belum dewasa. Dalam hukum perkawinan juga disyaratkan adanya batas kedewasaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa ”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip-prinsip atas asas-asas mengenai perkawinan dan segalasesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini antara lain :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.Dengan jalan perkawinan ini, kedua mempelai bisa mencapai kesejahteraan spiritual karena keduanya telah dipertemukan dalam wadah yang suci yaitu sebuah perkawinan dengan orang yang dicintai, oleh karena itu bisa saling mendukung dalam hal-hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh agama. Serta dalam hal materiil bisa tercukupi dengan pekerjaannya dan bisa terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan membahagiakan istreri beserta keluarga.

2. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematianyang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Perkawinan dalam kasus ini sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh agama dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti yang terdapat dalam sas-asas dan prinsip-prinsip undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 
3. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubungan dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Dengan melihat umur mempelai laki-laki yaitu 23 tahun, sudah bisa dibilang telah masak jiwa raganya dan telah siap membina keluarga (rumah tangga)dengan orang yang dicintainya walaupun masih berumur 15 tahun, tapi dengan kedewasaan yang dimilikinya dapat membimbing sang isteri untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk melanjutkan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dispensasi perkawinan, adapun dasar tersebut ialah:

1) Ketetuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki- laki maupun pihak perempuan. 

2) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

 Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

1. Usia Perkawinan perspektif Psikologi

Psikologi memandang bahwa pernikahan di bawah umur tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial).

Konsep psikologi tidak secara tegas menyebutkan batas usia perkawinan, namun masa perkembangan manusia menuntut adanya perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai, dan yang dipandang sebagai teman berbagi suka maupun duka. Masa dimana terjadi pengembangan genitalitas seksual yang sesungguhnya adalah  merupakan dorongan seksual orang dewasa. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep psikologi terkait dengan batas usia perkawinan adalah terpenuhinya kriteria perkembangan masa dewasa.

Pada sebagian besar kebudayaan kuno, status dewasa tercapai apabila petumbuhan puberitas dan telah tercapainya kematangan organ kelamin anak serta mampu berproduksi. Dalam hal ini budaya Indonesia menganggap bahwa status dewasa seseorang, apabila seseorang tersebut telah menikah, meskipun usianya belum mencapai 21 tahun.

Sementara itu umumnya psikolog menetapkan usia dewasa sekitar usia 20 tahun sebagai awal dewasa dan berlangsung sampai usia 40 – 45 tahun, dan pertengahan masa dewasa berlangsung sekitar 40 – 45 tahun sampai sekitar usia 65 tahun serta mas lanjut atau masa tua berlangsung sekitar usia 65 tahun sampai meninggal dunia.

Seseorang selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu mejadi lebih luas dan komplek dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku akan terdapat perubahan yang disebabkan oleh peristiwa- peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode dewasa orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan dan hidup berkeluarga.

Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa dan tua ini ditandai dengan tiga gejala penting, yaitu keintiman, generatif dan integritas. Dalam hal ini keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi hubungan intim dengan pasangan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara subtansial tanggung suami dapat diartikan sebagai usaha dari seorang laki-laki untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami baik lahir maupun batin.

Pernikahan dilakukan bukan tanpa syarat. Keberhasilan suami dalam karirnya (pangkat dan jabatan) banyak sekali di dukung oleh motivasi, cinta kasih, dan doa seorang istri. sebagai mana hadits di atas menegaskan ”jika mampu/sanggup/siap” untuk menikah maka di harapkan untuk menyegerakan, tetapi jika belum mampu di anjurkan menunda pernikahan dengan cara berpuasa. Kemampuan di maksud antara lain adalah masalah kesediaan memberikan nafkah kepada keluarga.

Merskipun usia perkawinan telah ditentukan secara tegas dalam UU Perkawinan Indonesia, namun pada kenyataanya masih banyak ditemukan pasangan yang menikah diusia yang jauh lebih rendah dari batasan UU Perkawinan. Dimensi psikologis yang dijadikan pendekatan dan memahami pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diindikasikan oleh alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Tanggung jawab keimanan : kesadaran yang berkaitan dengan perkawinan terkadang menfikkan tanggung jawab keimanan. Padahal dalam perkawinan keimanan menjadi pondasi rumah tangga sehingga dapat dikategorikan sebagai ibadah secara umum. Palikasi ibadah yang dilakukan oleh seseorang harus didasarkan kepada kesadaran keimanan baik yang bersifat esoteric maupun yang berdifat eloseteric. Indikasi keimanan dikaitkan dengan amal perbuatan, sehingga perkawinan sebagai amal perbuatan harus dihayati secara benar.

b. Tanggung jawab moral:relevan dengan hakikat perkawinan sehingga faktor moral harus menjadi kesadaran yang progresif dalam pembinaan keluarga yang sakinah. Salah satu ajaran moral yang praktis harus dimiliki adalah rasa syukur yang menurut Shihab
 pada dasarnya segala nikmat yang diperoleh manusia harus disyukurinya, sedangkan nikmat diartikan oleh sebagian ulama sebagai suatu yang berlebih dari modal manusia.

Kedua dasar alasan di atas adalah cerminan kedewasaan yang harus diarahkan secara konsisten, baik dalam kesadaran individu maupun dalam kesadaran kolektif.Keduanya merupakan pernytataan hati yang lega, senang dan selamat karena kehidupan suami dan isteri terasa bermankan.Hidup yang bermakna (The Meaningful Life) dalah dambaan semua rumah tangga sehingga kesadaran iman dan akhlak manusia harus menjadi tonggak rumah tangga.

Suatu perkawinan secara ideal dilakukan  oleh pasangan pria dan wanita yang telah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis. Kematangan biologis adalah apabila seseorang telah memiliki kematangan baik dari segi usia maupun fisik. Sedangkan kematangan psikologis adalah bila seseorang telah dapat mengendalikan emosinya dan dapat dipikir secara baik serta dapat menempatkan persolan sesuai dengan keadaan subjektif-objektif.

Seseorang yang memiliki kematangan pribadi adlah yang telah mencapai tingkat kedewasaan, maupun mengembangkan fungsi pikiran dan mengembangkan emosi serta mampu menempatkan  diriuntuk mengatasi kelemahan dalam menghadapi tantangan baik diri sendiri maupun dari orang lain. Kematangan pribadi sangat besar pengaruhnya bagi pasangan yang berumahtangga. Suami isteri yang belum matang dari segi pribadi di dalam membina perkawinan akan sering bertengkar, cekcok, bahkan kalau dibiarkan terus menerus akan menjurus ke perceraian.

Menurut perspektif ilmu Psikologi, seorang individu dinyatakan dewasa jika telah lepas atau melewati masa remaja. Adapun masa remaja adalah tahap usia yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir dan ditandai oleh pertumbuhan fisik secara cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu, membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadiannya
. Hal inilah membawa para pakar pendidikan dan Psikologi condong untuk menanamkan tahap-tahap peralihan tersebut dalam kelompk tersendiri, yaitu remaja yang merupakan tahap peralihan dari kanak-kanak serta persiapan untuk memasuki masa dewasa.

Berdasarkan teori Psikologi Perkembangan usia remaja merupakan tahap terjadinya proses sosialisasi dalam bentuk imitasi yang berlangsung dengan adaptasi (Penyesuaian) dan seleksi. Oleh karena itu, dalam pandangan Suryabrata
 justru usia remaja ialah usia yang imitatif dan agitatif (meniru lebih dominan). Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia adalah keturunan, lingkungan, dan manusia sendiri.

Mengutip beberapa ahli Psikologi, Suryabrata
 selanjutnya menunjukkan fase-fase perkembangan sebagai berikut :

a) Menurut Aristoteles

1) 0,0 – 7,0 

: masa anak kecil 

2) 7,0 – 14, 0

: masa  anak

3) 14,0 – 21,0 
: masa remaja 

b) Menurut Mantessori

1) 0,0 – 7,0 

: periode penemuan dan pengaturan dunia 

  luar

2) 7,0 – 12, 0

: Periode rencana abstrak 

3) 12,0 – 18,0 
: Periode penemuan diri dan kepekaan social 

4) 18,0 -

: Periode pendidikan tinggi 

c) Menurut Comenins 

1) 0,0 – 6,0

: Scola matema 

2) 6,0 – 12,0 

: Scolavernatulata

3) 12,0 – 18,0
: Scola latina 

4) 18,0 – 24,0 
: Acodemia 

d) Menurut J.J Rousseau 

1) 0,0 – 2,0

: Masa asuhan 

2) 2,0 – 12,0

: Masa pendidikan jasmani dan latihan panca 




indera

3) 15,0 – 20,0
: Masa pembentukan watak dan pendidikan 




agama

4) 15,0 – 20,0
: Masa pembentukan watak dan pendidikan 




agama

e) Menurut Oswald Kroch 

1) Masa anak-anak 

2) Masa bersekolahb 

3) Masa kematangan 

f) Menurut Elizabeth B. Hurlock 

1) Periode pre natal 

2) Masa orai 

3) Masa bayi 

4) Masa anak-anak 

5) Masa pubertas
 

Berdasarkan pada penggolongan usia menurut fase perkembangan dalam ilmu psikologi sebagaimana dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka usia perkawinan yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun dapat dipahami sebagai berikut : a) menurut pandangan Aristotele, baik usia pria maupun wanita tergolong masa remaja, b) menurut pandangan Montessori, usia wanita tergolong dalam fase penemuan diri dan kepekaan sosila, sedangkan usia pria tergolong dalam periode pendidikan tinggi, c) menurut pandangan Comenius, usia wanita merupakan masa scola latma (pendidikan akademi/tinggi), dan menurut pandangan J.J Rousseau, usia wanita sebagai masa pendidikan akal, sedangkan usia pria adalah masa pembentukan watak dan pendidikan agama.
 

Penjelasan mengenai fase-fase perkembangan psikologis di atas menunjukkan secara jelas bahwa usia perkawinan dalam UU Perkawinan (pria 19 tahun, wanita 16 tahun), terutama menurut pandangan atau penggolongan yang dilakukan oleh Aristoteles dapat ditegaskan sebagai usia yang tergolong dalam periode pendidikan tinggi, c) menurut pandangan Comennius, usia wanita merupakan masa scola latina (pendidikan menengah), sedangkan usia pria termasuk academia (pendidikan akademi/tinggi), dan menurut pandangan J.J. Rousseseau, usia wanita sebagai masa pendidikan akal, sedangkan usia pria adalah masa pembentukan watak dan pendidikan agama. 

Penjelasan mengenai fase-fase perkembangan psikologis di atas menunjukkan secara jelas bahwa usia perkawinan dalam UU Perkawinan (pria 19 tahbun, wanita 16 tahun), terutama menurut pandangan atau penggolongan yang dilakukan oleh Aristoteles dapat ditegaskan sebagai usia yang tergolong dalam masa remaja. Oleh karena itu ketentuan usia pria dan wanita dalam UU Perkawinan tidak dapat dijadikan ukuran bagi kedewasan seseorang. 

1. Usia perkawinan perspektif Sosiologis

Berdasarkan perspektif psikologis di atas diketahui bahwa kondisi psikologis pasangan yang belum matang menjadi faktor rapuhnya keluarga sehingga mudah menimbulkan persoalan perceraian.Perceraian selanjutnya memiliki dampak social yang secara horizontal mempengaruhi kehidupan masyarakat secara lebih luas.

Sementara itu, dari perpsektif sosiologis, usia remaja dapat diartikan sebagai masa berintegrasinya seseorang dengan masyarakat dewasa. Integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok, transformasi intelektual yang khas dari cara berfikir remaja memungkikannya untuk mencapai integrasi dalam hubungn social orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas umum periode perkembangan.
 

Perkawinan sebagai sebuah institusi, dipandang dari perspektif sosiologis adalah lembaga keluarga yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan wanita dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang dibangun oleh pasangan yang secara psikologis belum memiliki kematangan, dapat menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti dapat dilihat dapat fenomena anak terlantar.

Terkait dengan  faktor perkawinan usia dini dan dampaknya pada keterlantaran anak-anak, secara yuridis, hal itu jelas melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang setidak-tidaknya meliputi, pertama; hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Kasus pernikahan dini itu menunjukkan anak tidak melanjutkan sekolah, kedua, hak anak untuk berpikir dan berekpresi, ketiga, hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, keempat, hak anak untuk menyatakan pendapat dan di dengar pendapatnya, keempat, hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya bermain, berekpresi dan berkreasi dan kelima, hak anak untuk mendapatkan  perlindungan.
 

Beberapa ahli dan hasil penelitian ini menunjukkan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di tengah masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarganya hidup di garis kemungkina, maka untuk meringankan beban orang tua, anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. 

b. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih di bawah umur. 

c. Orang tua, orang tua khawatir kena aib karena anak wanitanya berpacaran dengan pria yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. 

d. Media massa, gencarnya eksposisi seks di media massa menyebbkan remaja modern kian permisif terhadp seks. 

e. Adat, perkawinan usia dini terjadi karena orang tua malu, khawatir, bahkan takut bila anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Faktor adat merupakan penyebab yang terkait dengan kepercayaan masyarakat sehingga tidak mudah untuk diselesaikan. Kepercayaannya misalnya seorang anak wanita yang sudah mengalami menstruasi, harus cepat-cepat dikawinkan, apalagi kalau sudah ada pria yang menginginkannya, sebab kalau tidak segera dikawinkan, dikhawatirkan si anak wanita tersebut akan susah untuk mendapatkan jodoh atau akan tertimpa malapetaka. 

Ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, hukum perdata memberikan pengeculian-pengeculian tentang usia belum dewasa yaitu sejak umur 18 tahun. Seseorang yang belum dewasa dapat diberikan wewenang tertentu untuk melakukan tindakan hukum melalui pendewasaan yang legal berdasarkan hukum perdata.

Upaya pendewasaan usia perkawinan merupakan rata agar seseorang melaksanakan perkawinan pada usia 7 cukup dewasa sehingga sudah mampu bertanggungjawab terhadap rumah tangganya. Arti istilah kedewasaan dan pendewasaanberbeda. Istilah kedewasaanmenunjuk istilah pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.

Hukum membeda-bedakan hal itu karena hukum menganggap bahwa dalam lintas kehidupan masyarakat mmpu bertanggungjawab terhadap rumah tangganya. Arti istilah kedewasaan dan pedewasaan berbeda. Istilah kedewasaan menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah pendewasaan menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.

Pasangan suami istri yang membangun kehidupan rumah tangga dengan hati yang bersih (niat yang ikhlas) akan menjadi pilar terbentuknya masyarakat yang damai dan sejahtera. Suatu masyarakat yang kuat, damai dan sejahtera hanya akan terwujud apabila keluarga-keluarga sebagai anggotanya merupakan keluarga yang menyadari tanggungjawab, sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia. Adapun salah satu tujuan dari KHI itu sendiri adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan Peradilan Agama di Indonesia yang selama ini masih berpedoman kepadakitab-kitab fiqh klasik serta memberikan nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara eksplisit. Salah satu dari ketentuan pasal yang sebelumnya mendapat reaksi keras dari umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang adanya pembatasan minimal umur untuk menikah. Dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan batas minimal umur untuk menikah dalam UU Perkawinan juga dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) KHI dengan mengungkap tujuan yang lebih jelas bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calonmempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Penentuan batasan minimal umur untuk menikah yang tercantum dalam UU Perkawinan menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam bagian penjelasan umum angka empat huruf d menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapatmewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Selain itu disebutkan pula bahwa, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita.

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas minimal usia nikah adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional. Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) KHI tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan, yaitu didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan oleh UU Perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudahmasak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Meskipun telah ada batasan minimal umur untuk menikah, dalam hal ini nampak bahwa UU Perkawinan maupun KHI tidak konsisten. Di satu sisi, menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, perlu izin dari pengadilan.
 Hal ini dikuatkan oleh Pasal 15 KHI. Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam KHI, memang tidak ada kesepakatan yang baku baik dari pernyataan dalam al-Qur’an, Hadis, maupun kitab-kitab fiqh sehingga nampak bahwa persoalan ini memang bersifat ijtihadiyah. Dalam Islam sendiri hanya memberikan batas kedewasaan seseorang yaitu balig, yang mana para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut Helmi Karim, berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengandaerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, tetapi dalam hidupnya ia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain, ia ingin selalu bersama dengan yang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk mewujudkan itu semua, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui perkawinan. . Selain itu tujuan dari perkawinan adalah untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) dimuka bumi.

Menikah secara sosiologis memiliki dampak besar di era sekarang ini.  Menikah Sosialogis yang dimaksud adalah cara menikah yang  sesuai  undang-undang negara.  Namun juga memiliki dampak sosial  yang cukup besar apabila terjadi persoalan. Sedangkan menikah biologis merupakan cara menikah yang hanya mementingkan sisi biologis tanpa memperdulikan sisi sosiologisnya. Membaca tulisan kompasioner satu ini yang kerap menulis seputar hubungan sosial suami isteri memaparkan banyak masalah dalam hubungan sosial bernama pernikahan
2. Perspektif Biologis

Kondisi orang yang hendak melaksanakan  perkawinan atau berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan agar sehat jasmani dan rohani. Sakit secara psikis kejiwaan, misalnya istri yang tertekan oleh suami, atau sebaliknya, akan sangat berimplikasi langsung pada pertumbuhan anak, baik dalam bentuk sikap maupun perilakuknya. Sedangkan kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan.

Dalam perkembangannya berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terutama terkait dengan pasal 7 ayat (1), angka perceraian relatif tinggi yang disebabkan oleh faktor kesehatan. Salah satu problem kesehatan yang menyebabkan perceraian itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita yang  pada gilirannya mengakibatkan pasangan tidak mampu memiliki keturunan.
 

Anak atau keturunan, bagi orang beriman diakui adalah anugerah Tuhan yang tidak dapat diveto oleh otoritas intelektual manusia, melalui teknologi sekalipun. Namun, jika dimensi kesehatan didasarkan pada aspek keimanan semata, hal itu akan membenarkan pemahaman manusia bahwa dalam tahap usia berapaun, tanpa kesehatan sangat memungkinkan untuk melahirkan keturunan. 

Hal itu sulit diterima, karena agama dianggap mempersulit manusia. Padahal, agama juga menekankan pentingnya kesehatan dan hal itu justru memberikan kemudahan kepada manusia untuk menempuh jalan yang benar-benar diterima oleh akal sehat. Salah satu contoh yang sangat logis adalah agama hanya memberikan ketentuan bahwa masa subur, khususnya wanita ditandai dengan usia balig. Dari segi usia yang memungkinkan perkawinan menghasilkan keturunan, oleh agama dipersyaratkan ketika manusia memasuki usia balig, meskipun term ini sangat terbuka untuk diinterprestasi. 

Terlepas dari batas usia ideal yang potensial mendukung kesehatan reproduksi, pencegahan yang dapat dilakukan adalah membiasakan masyarakat untuk hidup dalam pola yang sehat. Peningkatan kualitas hidup, gizi, dan pengetahuan, merupakan faktor yang mendorong terjadinya menstruasi pada anak wanita pada usia yang lebih awal (semakin muda). Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali berupa pengetahuan yang memadai tentang kesehatan reproduksi sehingga dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan yang luas dapat saja mempengaruhi wanita memilih untuk kawin pada usia yang lebih tua. 

Di Negara-negara maju yang masyarakatnya relatif hidup sehat, cara pencegahan di atas, mungkin akan menimbulkan masalah khusus lain bagi kesehatan reproduksi wanita usia muda, karena terdapat celah yang luas antara usia menarche dengan usia perkawinan. Padahal masa remaja adalah masa yang rentan terhadap perilaku seksual yang kurang baik, misalnya berganti-ganti pasangan, kemungkinan kehamilan yang besar karena sudah memasuki usia reproduksi, kemungkinan kehamilan yang besar karena sudah memasuki usia reproduktif, kemungkinan terpapar penyakit menular seksual, dan lain-lain sebagainya.
 

Jika pasal 7 ayat (1) UU perkawinan menentukan usia perkawinan wanita pada usia 16 tahun, maka pentingnya para ahli kesehatan  patut dijadikan bahan pertimbangan untuk menerangkan resiko yang akan terjadi bagi wanita. Beberapa ahli kesehatan menyatakan bahwa perkawinan dari paangan muda bagi wanita, terutama di bawah usia 17 tahun berisko kena kanker serviks. 

Kanker serviks (leher Rahim) merupakan kanker terbanyak pada perempuan Indonesia selain kanker payudara. Pada tahap awal penyakit kanker serviks tidak menimbulkan keluhan atau gejala klinis. pada stadium lanjut gejalanya adalah keputihan yang berbau dan bercampur darah, pendarahan di luar haid, pendarahan setelah senggama, nyeri panggul atau tidak  dapat buang air kecil. Kanker serviks ditemukan pada tahap pra-kanker, maka peluang untuk sembuh sangat besar. Vaksinasi telah direkomendasikan oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) dan HOGI (Himpunan Onkologi Genekologi Indonesia) untuk dapat mulai diberikan pada remaja putri mulai usia 10 tahun melalui vaksinasi dengan deteksi dini. 

Wanita yang dapat dikategorikan matang, secara anomis dinding rahimnya sudah mampu berfungsi secara normal, di dukung oleh faktor kejiwaan yang matang untuk siap hamil dan melahirkan. Secara psikologis wanita yang belum matang masih sensitif terhadap kehamilan dan akan muncul kegelisahan, serta masa takut untuk melahirkan. Bahkan berdampak pada angka kematian bayi atau ibu, disebabkan oleh usia yang belum siap betul untuk melahirkan.
 

Perkawinan pada usia matang, oleh beberapa ahli justru menunjukkan manfaat atau dampak kesehatan yang positif bagi pria. Penelitian mengenai hubungan antara perkawinan dan kesehatan pria itu sudah dilakukan sejak awal tahun 1858 oleh William Farr, ahli epitimologi Inggris sebagaimana ditunjukkan oleh Morabia bahwa kadar hormone stress kronis dan membuat pria hidup sehat lebih lama.
 

Hormone kortisol bisa mempercepat pembentukan plak arteri yang nantinya mengarah pada penyakit aterokslerosis dan jantung. Seorang pria yang memiliki kadar kortisol rendah akan membuat pria menjadi lebih menarik bagi wanita. Selain itu perkawinan juga bisa meningkatkan perasaan harga diri kepercayaan diri, mengurangi kecemasan dan depresi.

Sebuah studi lain yang dilakukan oleh Lilard tahun 1996 dengan judul Marital Status and Mortality. The Role of Health mengenai hubungan antara perkawinan dan kesehatan pria menyebutkan bahwa pria yang kawin berusia 50-70 tahun memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kawin. Alasannya adalah perkawinan yang bahagia bisa membantu mencegah stroke fatal pada pria dan mempertahankan tekanan darah yang lebih rendah disbanding dengan pria yang masih lajang.

Umumnya, orang yang sudah terikat perkawinan lebih mudah menemukan teman untuk mencurahkan isihati sehingga persoalan yang dihadapi tidak lagi menjadi tekanan. Berbeda dengan orang yang belum terikat perkawinan, setiap masalah akan dipendam sendiri karena tidak menemukan teman untuk mencurahkan isi hatinya. Apabila setiap permasalahan selalu terpendam, maka akan mengakibatkan rasa stress. 

Selain itu, umumnya perilaku seperti minum-minuman keras, narkoba, seks bebas yang akan menyebabkan resiko yang sangat tinggi akan lebih tercegah pada pria yang sudah kawin disbanding dengan pria yang masih lajang. Kebanyakan orang yang melakukan tindakan penyimpangan yang beresiko tinggi adalah mereka yang masih lajang.

Berdasarkan  hasil-hasil penelitian itu diketahui bahwa usia perkawinan berpotensi mempengaruhi banyak aspek dalam kesehatan seseorang seperti kencenderungan mengmabil resiko, fungsi psikomotor dan koordinasi serta kinerja kognitifnya. Oleh karena itu, dari segi kesehatan, kematangan usia perkawinan bagi pria dan wanita secara positif berpengaruh pada kelanggengan rumah tangga atau keluarga yang dibangunnya. Meskipun persoalan kehidupan diyakini akan senantiasa muncul, namun oleh ketenangan berpikir dan bersikap, persoalan dapat dihadapi secara lebih arif dan bijaksana.
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